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WAHYU HIDAYAT (B11112407), Implikasi Hukum Perumahan Yang 
Dibangun Di atas Lahan Pertanian Akibat Alih Fungsi Lahan Di 
Kabupaten Jeneponto, Dibimbing oleh Anwar Borahima sebagai 
pembimbing I dan Sri Susyanti Nur sebagai pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses alih fungsi lahan 
pertanian menjadi perumahan di Kabupaten Jeneponto dan untuk 
mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang 
memiliki rumah pada perumahan yang dibangun di atas lahan pertanian. 
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, dilakukan dengan 
menggunakan teknik wawancara dan teknik studi dokumen. Lokasi 
penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Jeneponto dengan memperoleh 
data dari beberapa instansi dan beberapa pengembang perumahan. Data 
yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan 
secara deskrifitif. 
 
Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut : 1) Prosedur alih fungsi lahan 
pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Jeneponto dengan melalui 
izin. Bentuk izin alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan 
terdapat 2 jenis, yaitu (1) Izin Perubahan Penggunaan Tanah; dan (2) Izin 
Lokasi. Izin perubahan penggunaan tanah diterbitkan oleh Kantor 
Pertanahan Kabupaten Jeneponto untuk luas lahan dibawah satu hektar, 
sedangkan izin lokasi diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Jeneponto untuk 
luas lahan satu hektar atau lebih. 2) Perlindungan hukum bagi masyarakat 
yang memiliki rumah pada perumahan (user) yang dibangun di atas lahan 
pertanian dapat ditinjau dari hukum perlindungan konsumen dan 
perlindungan pihak yang beritikad baik dalam perjanjian (BW). Dari aspek 
perlindungan konsumen, user merupakan konsumen yang dirugikan hak-
haknya oleh developer sebagai pelaku usaha dalam hal kepastian hukum 
atas penguasaan terhadap satuan rumah dan sebidang tanah yang 
diperoleh berdasarkan jual beli dengan developer, oleh karena itu berhak 
mendapatkan perlindungan hukum dan ganti kerugian dari developer atas 
segala kerugian yang dialami. Sebagai pihak yang beritikad baik dalam 
perjanjian dengan developer, user dilindungi hak-haknya oleh hukum 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) BW, Pasal 1977 Ayat (1) 
BW dan Pasal 1963 BW. 
 







WAHYU HIDAYAT (B11112407), Legal Implications Toward Housing 
Built above the Agricultural Land Due To Functional Shift in 
Jeneponto, supervised by Anwar Borahima as the first supervisor and 
Sri Susyanti Nur as the second supervisor. 
 
This research is aimed to understand the process of functional shift from 
agricultural land become housing in Jeneponto and also to understand 
how law protects the society who own the house property in the housing 
built above the agricultural land. 
 
This type of research is empirical research, conducted using interview 
techniques and engineering study documents. The location of the 
research done in the area of the Regency Jeneponto by obtaining data 
from multiple instances and multiple housing developers. The data 
obtained are then analyzed qualitatively and then presented in deskrifitif.. 
 
The results of the research show that: 1) The procedure of functional shift 
of sustainable agricultural land in Jeneponto required permit. There are 
two types of permit, consist of: (1) Permit on Land Utilization Shift and (2) 
Permit on Location. The first type issued by Land Office of Jeneponto 
District for the land with less than one hectare while the second type 
issued by the Regent of Jeneponto for the land with one hectare or more. 
2) Legal protection on people who own the house in the housing built 
above the agricultural land (known as user) could be viewed from the law 
of consumer protection and the protection of the parties acting in good 
faith in the agreement (BW). From the view of consumer protection, users 
are the consumers having their rights injured by developers who act as 
business actor in terms of legal certainty over control of the house unit and 
a plot of land acquired by purchase with developer, therefor the users 
deserve legal protection and compensation from developer for all the 
injury they have suffered. As the parties acting in good faith in the 
agreement with developer, the user rights are protected by law in 
accordance with article 1338 paragraph (3), article 1977 paragraph (1) and 
article 1963 of BW. 
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A. Latar Belakang 
Perumahan merupakan kebutuhan dasar disamping pangan dan 
sandang. Rumah sebagai tempat tinggal mempunyai peran yang strategis 
dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa sebagai salah satu 
upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, 
dan produktif sehingga terpenuhinya tempat tinggal merupakan kebutuhan 
dasar bagi setiap manusia yang akan terus ada dan berkembang sesuai 
dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia.1 
Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk menuntut pemenuhan 
kebutuhan akan perumahan meningkat pula. Dalam rangka 
memenuhinya, perlu diperhatikan kebijaksanaan umum pembangunan 
perumahan, kelembagaan, masalah pertanahan, pembiayaan, dan unsur-
unsur penunjang pembangunan perumahan. Masalah pertanahan menjadi 
salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan 
perumahan disebabkan pada dasarnya perumahan dibangun di atas 
tanah dengan status tanah tertentu.2 
Tanah merupakan salah satu unrenewable resources yang besar 
namun terbatas. Sebagai sumber produksi rakyat, kebutuhan terhadap 
                                                     
1 Urip Santoso, 2014, Hukum Perumahan, Kencana, Jakarta, hlm. 2 
2 C Djemabut Blaang,1986,  Permahan dan Pemukiman Sebagai Kebutuhan Pokok, 
Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 4 
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tanah menjadi kebutuhan yang fundamental dalam kehidupan manusia. 
Hal ini menyebabkan ketersediaan tanah untuk memenuhi kebutuhan 
pembangunan perumahan menjadi terbatas, karena banyaknya 
kebutuhan lain selain perumahan seperti pertanian, industri dan lain-lain.  
Disparitas antara ketersediaan tanah dan tingkat kebutuhan 
manusia khususnya dalam bidang perumahan, menuntut pemerintah 
sebagai pelaksana kekuasaan negara untuk mengatur dan 
menyelenggarakan penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan 
pemanfaatan atas tanah sebagai konsekuensi logis diakuinya hak 
menguasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-
Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria 
untuk selanjutnya oleh penulis disingkat dengan UUPA yang merupakan 
penjabaran dari Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia untuk selanjutnya oleh penulis disingkat UUD NRI 
bahwa “bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 
dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat”. 
 Dalam rangka mewujudkan tertib hukum penggunaan tanah, maka 
pemerintah menyedikan instrumen yuridis berupa Undang-Undang No.26 
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang selanjutnya oleh penulis 
disingkat dengan UUPR, dimana salah satu subsistem dari penataan 
ruang adalah penatagunaan tanah, demi melakukan distribusi 
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penggunaan tanah dalam bentuk zonasi dengan memerhatikan (a) kondisi 
fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap 
bencana; (b) potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan 
sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, 
pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan 
teknologi sebagai satu kesatuan; dan (c) geostrategi, geopolitik, dan 
geoekonomi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang 
tersebut. Penatagunaan tanah merupakan kegiatan pemanfaatan ruang 
dalam upaya mencapai tujuan penataan ruang, yaitu dengan mewujudkan 
optimalisasi pemanfaatan tanah.3 
Salah satu zonasi wilayah penatagunaan tanah dalam penataan 
ruang adalah wilayah perumahan dan pemukiman serta pertanian. 
Kebutuhan pemukiman diselenggarakan melalui kawasan pemukiman 
skala besar yang terancam secara menyeluruh dan terpadu dengan 
pelaksanaan yang bertahap. Tujuannya adalah untuk menciptakan 
kawasan yang tersusun atas satuan-satuan lingkungan dan 
mengintegrasikan secara terpadu dan meningkatkan kualitas lingkungan 
pemukiman yang ada didalam atau di sekitarnya. Kawasan permukiman 
tersebut harus ditetapkan pemerintah sesuai dengan rencana tata ruang. 
Untuk sektor pertanian, perhatian khusus terhadap penggunaan tanah 
untuk sektor pertanian tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa 
penggunaan tanah untuk pertanian secara proporsional meliputi wilayah 
                                                     
3Sri Susyanti, 2010,  Urgensi Bank Tanah, Pustaka Pena Press,  Makassar, hlm. 108 
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yang sangat luas. Sementara itu penggunaan tanah dan lingkungan 
alamnya sebagai media kehidupan bio-ekologi, yang nilainya sangat 
beragam, dan didalam keragaman tersebut tanah-tanah yang secara 
potensial sesuai dengan pengembangan sektor pertanian luasnya relatif 
terbatas.4 
Rencana Tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Jeneponto 
dituangkan dalam Peraturan daerah (Perda) No.1 Tahun 2012 Tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 – 2031. 
Pada Pasal 33 Perda tersebut diatur peruntukan tanah untuk pertanian 
yaitu:  (a) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; (b) Kawasan 
peruntukan pertanian holtikultura; (c) Kawasan peruntukan perkebunan; 
dan (d) Kawasan peruntukan peternakan.  
Pada Pasal 33 Ayat (2) diatur bahwa salah satu kawasan 
peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada 
Ayat(1) huruf a, terdiri atas sebagian wilayah Kecamatan Binamu, 
sebagian wilayah Kecamatan Tamalatea dan sebagian wilayah 
Kecamatan Bangkala untuk peruntukan pertanian lahan basah dan 
pertanian lahan kering. Sebagian wilayah yang dimaksud tersebut saat ini 
telah dibangun kawasan perumahan. Timbul permasalahan sebab 
kawasan perumahan tersebut tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten 
Jeneponto, karena dibangun di atas lahan pertanian. Hal ini menimbulkan 
ancaman terhadap ketahanan pangan karena dalam keadaan jumlah 
                                                     
4Hasni, 2008, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah. Edisi Kedua. Rajawali 
Pers, Jakarta, hlm. 93 
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penduduk yang masih terus meningkat jumlahnya. Ancaman-ancaman 
terhadap produksi pangan telah memuncukan kerisauan akan terjadi 
keadaan rawan pangan pada masa yang akan datang. 
Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak 
terpisahkan dari reforma agraria. Bahwa reforma agraria mencakup upaya 
penataan tanah yang terkait dengan aspek penguasaan/pemilikan serta 
aspek penggunaan/pemanfaatan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka 
pemerintah membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 
Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan yang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan 
terhadap ketahanan dan kemandirian pangan. Secara konkrit hal tersebut 
diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) dan (2) UU No. 41 Tahun 2009 mengenai 
larangan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kecuali 
untuk kepentingan umum dan selanjutnya Pasal 50 Ayat (1) UU No. 41 
Tahun 2009 yang mengatur bahwa “segala bentuk perizinan yang 
mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, batal 
demi hukum kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 44 Ayat (2).5 
Realitas adanya izin pemerintah daerah untuk pembangunan 
kawasan perumahan di atas tanah pertanian sebagaimana uraian di atas, 
telah menimbulkan berbagai implikasi yuridis utamanya bagi status hukum 
                                                     
5Muh. Rio Patiwiri. 2011. Alih Fungsi Tanah Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan 
Pegawai Negeri Sipil Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. Makassar: Jurnal 
Ilmu Hukum Amanna Gappa, hlm. 187 
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penguasaan atas tanah dan satuan rumah dari perumahan bagi 
masyarakat yang bertempat tinggal disana, ancaman status batal demi 
hukum alih fungsi lahan ini dapat merugikan para pemilik rumah di atas 
perumahan yang pada dasarnya beriktikad baik sebagai pihak pembeli 
dalam perjanjian.  
Selain itu eksistensi sebuah rumah tinggal perlu mendapat 
perlindungan hukum yang kuat, yang pada hakekatnya adalah 
perlindungan hukum atas bidang tanah dimana sebuah rumah tinggal itu 
berdiri. Hal ini tidak terlepas dari urgensi rumah tinggal selain sebagai 
pemenuhan kebutuhan dasar manusia, juga sebagai sarana untuk 
mengembangkan individu, keluarga, dan kehidupan bermasyarakat. Peran 
strategis ini sejalan dengan pembangunan nasional yang pada 
hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.6 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 
dua pokok permasalahan, yaitu : 
1. Bagaimana proses peralihan lahan pertanian menjadi lahan 
perumahan ? 
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang memiliki 
rumah pada perumahan yang dibangun di atas lahan pertanian ? 
 
                                                     
6Jarot Widya Muliawan, 2015, Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal, Buku Litera, 
Yogyakarta, hlm. 2 
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C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui izin peralihan lahan pertanian menjadi lahan 
perumahan. 
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap masyarakat yang 
memimiliki rumah pada perumahan yang dibangun di atas lahan 
pertanian. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis/Akademis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu 
pengetahuan dibidang hukum keperdataan khususnya agraria 
perumahan mengenai alih fungsi lahan pertanian menjadi 
perumahan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Sebagai bahan referensi bagi penelitian lain yang berminat 
pada penelitian yang serupa dengan penelitian ini. 
b. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan 
bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait dalam menentukan 






TINJAUAN PUSTAKA  
A. Hak Atas Tanah dan Peruntukannya 
1. Pengertian Tanah 
Dalam UUPA tidak disebutkan secara eksplisit mengenai definisi 
tanah, pada Pasal 4 diatur bahwa atas dasar hak menguasai negara... 
“ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang 
disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-
orang...” 
Secara redaksional Pasal UUPA di atas, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi (Ayat 1). 
Sedangkan hak atas tanah adalah segala hak atas sebagian tertentu 
permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang 
dan lebar.   
Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak 
yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. 
Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan 
bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai 
permukaan bumi saja. Untuk keperluan apapun tidak bisa tidak, pasti 
diperlukan juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di 
bawahnya dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya. Oleh 
karena itu dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa hak-hak atas tanah bukan 
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hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu 
permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut “tanah”, tetapi juga 
tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang udara yang ada di 
atasnya.7 
Dalam pengertian peruntukan, maka tanah biasa juga diidentikkan 
dengan lahan sehingga peyediaan tanah biasa juga disebut ketersediaan 
lahan. Lahan berdimensi ruang dan waktu karena merupakan bentangan 
muka bumi dan cirinya mengubah dari tapak ke tapak. Kata lahan 
merujuk pula kepada penggunaan atau berpotensi sumberdaya.8 
2. Jenis-Jenis Hak Atas Tanah dan Jenis Peruntukan Tanah 
a. Jenis-jenis hak atas tanah  
Menurut Sudikno Mertokusumo, hak atas tanah adalah hak yang 
memberikan wewenang kepada yang mempunyai hak untuk 
menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.9 
Ketentuan mengenai hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UUPA 
yang mengatur bahwa “Atas dasar hak menguasai negara sebagaimana 
yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas 
permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan 
dapat dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama 
dengan orang-orang lain serta badan hukum.” 
                                                     
7 Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-
Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Edisi 2008), Djambatan, Jakarta, hlm. 
18. 
8Sri Suyanti, Op.Cit, hlm. 23 
9Soedikno Mertokusumo I, 1988, Hukum dan Poltik Agraria, Karunika-Universitas 
Terbuka, Jakarta, hlm. 120 
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Berdasarkan ketentuan di atas, kepada pemegang hak atas tanah 
diberikan kewenangan untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, 
demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya 
sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan 
dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas yang ditentukan oleh 
UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.  
Dengan adanya hak menguasai negara sebagai dimaksud dalam 
Pasal 2 dan Pasal 4 UUPA, maka hak-hak atas tanah yang dimaksud 
dalam Pasal 4 Ayat (1) UUPA lebih lanjut diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) 
dan Pasal 53 UUPA. Adapun hak-hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 
16 Ayat (1) UUPA, ialah : 
1) Hak milik 
2) Hak Guna Usaha 
3) Hak Guna Bangunan 
4) Hak Pakai 
5) Hak Sewa (untuk bangunan) 
6) Hak Membuka Tanah 
7) Hak Memungut Hasil Hutan 
8) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang 
akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya 
sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53. 
Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 53 UUPA, ialah: 
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a. Hak Gadai 
b. Hak Usaha Bagi Hasil. 
c. Hak Menumpang 
d. Hak Sewa Tanah Pertanian. 
Hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 16 Ayat (1) dan 
Pasal 53 UUPA dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu10: 
a. Hak atas tanah yang bersifat tetap 
Yaitu hak-hak atas tanah ini akan tetap ada dalam UUPA, selama 
UUPA masih berlaku atau belum dicabut dan digantikan oleh Undang-
Undang yang baru. Hak-hak yang bersifat tetap ini antaralain hak 
milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa 
untuk bangunan, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil 
hutan.  
b. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang 
Yaitu hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan 
dengan Undang-Undang. Dengan dinyatakannya bahwa akan ada 
hak-hak atas tanah yang lain selain bersifat tetap dalam Pasal 16 Ayat 
(1) UUPA, berarti sistem hak kebendaan dalam UUPA bersifat 
terbuka, kebalikan sistem hak kebendaan yang diatur dalam Burgerlijk 
Wetboek yang selanjutnya oleh penulis disingkat BW bersifat tertutup. 
Hak-hak atas tanah yang ditentukan kemudian misalnya hak 
pengelolaan. 
                                                     
10Umar Said Sugiahrto (dkk), 2015,  Hukum Pengadaan Tanah (Pengadaan Hak Atas 
Tanah Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi), Setara Press,  Malang, hlm. 78 
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c. Hak atas tanah yang bersifat sementara 
Hak-hak atas tanah ini sifatnya sementara sebagaimana diatur dalam 
Pasal 53 UUPA, hak-hak ini dalam waktu yang singkat akan 
dihapuskan karena mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung 
sidat-sifat feodal, dan bertentangan dengan jiwa UUPA. Hak-hak ini 
antara lain hak gadai (gadai tanah dalam hukum adat), hak usaha 
bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. 
b. Jenis-Jenis Tanah 
Hasni dalam bukunya ‘Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan 
Tanah’ membagi penggolongan penggunaan tanah menjadi dua yaitu: 
pertama, penggunaan tanah pedesaan yang terdiri dari, (1) pertanian, (2), 
Peternakan, (3) Perikanan. kedua, penggunaan tanah perkotaan yang 
terdiri dari, (1) Perkantoran, (2) Toko / Perdagangan (3) Industri / Pabrik-
pabrik, (4) Perdagangan, (5) Bengkel, (6) Pemukiman.11 
Sri Susyanti Nur dalam “Urgensi Bank Tanah” mengelompokkan 
jenis penggunaan tanah menjadi 3 yaitu: (1). Tanah Pertanian (2). Tanah 
Perumahan, dan (3). Tanah Industri.12 
1) Tanah Pertanian 
 Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam ketentuan umum Pasal 1 
yang dimaksud dengan pertanian adalah kegiatan mengelola sumber 
                                                     
11Hasni, Op.Cit, hlm. 50 
12Sri Susyanti,Op.Cit,  hlm. 35-44 
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daya alam hAyati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan 
manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup 
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam 
suatu agroekosistem. 
 Sedangkan definisi lahan pertanian secara normatif disebutkan 
dalam ketentuan umum UU No. 41 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud 
lahan pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha 
pertanian.  
a) Penetapan Lahan Pertanian 
Pada Pasal 20 UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur bahwa penetapan lahan pertanian 
dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten/kota sesuai 
dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. 
Secara rinci penetapan lahan pertanian diatur dalam PP No. 1 
Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan. Pasal 22 Ayat (1) mengatur bahwa lahan yang 
dapat ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan harus 
memenuhi kriteria :  
a. Berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas 
dan efisiensi produksi;  
b. Memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, 
sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan;  
c. Didukung infrastruktur dasar; dan/atau  
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d. Telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan. 
Adapun syarat lahan pertanian pangan bekelanjutan diatur dalam 
Pasal 23 bahwa lahan yang dapat ditetapkan menjadi lahan pertanian 
pangan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:  
a. Berada di dalam atau di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan; 
dan  
b. Termuat dalam rencana perlindungan lahan pertanian pangan 
berkelanjutan. 
Tata cara penetapan diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26. Pada 
Pasal 25 diatur secara rinci sebagai berikut : 
(1) Lahan yang berada dalam 1 (satu) Kabupaten/kota yang telah sesuai 
dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
22 dan Pasal 23 disusun dalam bentuk usulan penetapan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten/kota.  
(2) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai 
indikasi luas baku tingkat Kabupaten/kota untuk mewujudkan 
kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.  
(3) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) 
disusun dengan memerhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.  
Pada Pasal 26 diatur lebih lanjut mengenai tata cara penetapan 
lahan pertanian sebagai berikut : 
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(1) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/kota kepada kepala SKPD 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penataan 
ruang wilayah Kabupaten/kota untuk dikoordinasikan dengan kepala 
kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya.  
(2) Usulan penetapan lahan yang telah dikoordinasikan sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala SKPD yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penataan ruang 
wilayah Kabupaten/kota kepada Kepala Dinas Kabupaten/kota.  
(3) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) 
diusulkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota 
untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
Kabupaten/kota dalam rencana rinci tata ruang wilayah 
Kabupaten/kota.  
(4) Dalam hal rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat 
(3) belum ada, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan 
dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten/kota.  
(5) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana 
rinci tata ruang dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) dilaksanakan 




b) Alih Fungsi Lahan Pertanian 
Alih fungsi Tanah merupakan kegiatan perubahan penggunaan 
tanah dari suatu kegiatan yang menjadi kegiatan lainnya. Pertumbuhan 
penduduk dan peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan 
pembangunan telah merubah stuktur pemilikan dan penggunaan tanah 
secara terus menerus. Selain untuk memenuhi kebutuhan industri, alih 
fungsi tanah pertanian juga terjadi secara cepat untuk memenuhi 
kebutuhan perumahan yang jumlahnya jauh lebih besar.13 
Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 
dimaksud dengan alih fungsi lahan pertanian adalah perubahan fungsi 
lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian 
pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara. 
Pasal 44 Ayat (1) UU No. 41 Tahun 2009 mengatur bahwa “Lahan 
yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan 
dilindungi dan dilarang dialihfungsikan”. Pasal ini dengan tegas melarang 
alih fungsi lahan pertanian, namun terdapat ketentuan pengecualian untuk 
ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 Ayat (2) yang 
mangatur bahwa “Dalam hal untuk kepentingan umum, lahan pertanian 
pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat 
dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.” 
                                                     
13Adi Harsono dalam Ali Sofyan Husein, 1995, Ekonomi Politik Penguasaan Tanah Sinar 
Harapan, Jakarta, hlm. 13 
17 
 
Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap 
pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan 
mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan 
fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang 
kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan 
pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu 
mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian 
baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan 
menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering 
berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena 
itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan 
lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan 
ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan 
kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.14 
2) Tanah Perumahan 
Penggunaan tanah untuk perumahan diatur dalam Undang-Undang 
No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam 
ketentuan umum Undang-Undang tersebut diatur tiga nomenklatur yang 
berkaitan dengan penggunaan tanah untuk perumahan yaitu : 
- Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah 
sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas 
                                                     
14Penjelasan Umum Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan 
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umum lainnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan 
hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang. 
- Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lasiba adalah 
sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas 
umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan 
batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan 
siap bangun sesuai dengan rincian tata ruang. 
- Kaveling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah 
dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam 
penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rincian tata 
ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan. 
Urain lebih jauh tentang tanah perumahan akan dibahas pada sub bab 
selanjutnya. 
3) Tanah Kawasan Industri 
Dasar pengaturan penyediaan tanah untuk kawasan industri diatur 
dalam Keppres No. 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri. Dari 
beberapa materi muatan yang diatur dalam Keppres ini salah satunya 
memuat tentang pengertian kawasan industri yaitu kawasan tempat 
pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan 
prasarana, sarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan 





B. Perumahan dan Permukiman 
Pasal 28 H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa: 
“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 
mendapatkan pelayanan kesehatan.” Rumah tempat tinggal mempunyai 
peran yang stategis dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa 
sebagai salah satu upaya dalam membangun manusia Indonesia 
seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif sehingga terpenuhinya 
tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang 
akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus 
kehidupan manusia15 
1. Pengertian 
Dalam ketentuan umum Pasal 1 Angka (1) UU No. 1 Tahun 2011 
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan 
perumahan dan kawasan permukiman adalah suatu kesatuan sistem yang 
terdiri dari pembinaan, penyelenggaraan kawasan permukiman, 
pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas 
terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, 
pendanaan dan  sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. 
Pada Pasal 1 Angka (2) diatur bahwa yang dimaksud dengan 
perumahan adalah rumah sebagai bagian dari permukiman, baik 
perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, 
                                                     
15Urip Santoso, Op.Cit, hlm. 1-2  
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dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak 
huni. Adapun yang dimaksud rumah sebagaimana dijelaskan pada Ayat 
(7) adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang 
layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat 
penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 
2. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman 
 Asas dalam bahasa Belanda disebut beginsel dan dalam bahasa 
Inggris disebut Principle.16 Bruggink J.J.H menyatakan bahwa asas hukum 
adalah nilai-nilai yang melandasi norma hukum.17 Sudikno Mertukusumo 
menyatakan bahwa asas hukum bukanlah merupakan suatu peraturan 
hukum yang konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum 
sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang 
terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam 
peraturan perundang-udangan dan putusan hakim yang merupakan 
hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum 
dalam peraturan hukum yang konkret tersebut.18 
Sebagai sebuah norma hukum yang konkret, perumahan dan 
permukiman memuat beberapa asas19: 
a. Asas kesejahteraan. 
b. Asas keadilan dan pemerataan. 
                                                     
16Ibid, hlm. 10 
17Bruggink J.J.H, Rechts Refflects, Grondbegrippen uit de Rechtstheorie, terjemahan Arif 
Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 121. Dapat 
juga dilihat di Urip Santoso, Ibid 
18Sudikno Mertukusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005, 
hlm. 34 
19Pasal 2 Penjelasan atas Undang-undang No. 1 Tahun 2011  
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c. Asas kenasionalan. 
d.  Asas keefisienan dan kemanfaatan. 
e. Asas keterjangkauan dan kemudahan. 
f. Asas kemandirian dan kebersamaan.  
g. Asas kemitraan. 
h. Asas keserasian dan keseimbangan. 
i. Asas keterpaduan. 
j. Asas kesehatan.  
k. Asas kelestarian dan keberlanjutan. 
l. Asas keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan. 
Adapun tujuan penyelenggaraan perumahan dan permukiman 
yaitu20 : 
a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan 
dan kawasan permukiman.  
b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran 
penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian 
dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk 
mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah.  
c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi 
pembangunan perumahan dengan tetap memerhatikan kelestarian 
                                                     




fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan 
perdesaan.  
d. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan 
perumahan dan kawasan permukiman.  
e. menunjang pembangunan dibidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan 
f. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam 
lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan 
berkelanjutan.  
3. Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan  
 Pasal 105 Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman menetapkan tanggung jawab pemerintah dan 
pemerintah daerah dalam penyediaan tanah untuk pembangunan 
perumahan dan kawasan permukiman, yaitu : 
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya 
bertanggung jawab atas ketersediaan tanah untuk pembanguan 
perumahan dan kawasan permukiman. 
(2) ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) termasuk 
penetapannya didalam rencana tata ruang wilayah merupakan 
tanggung jawab pemerintah daerah. 
Pasal 106 UU No.1 Tahun 2011 menetapkan bahwa penyediaan 
tanah untuk pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman 
dapat dilakukan melalui : 
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a. Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang dikuasai langsung 
oleh negara; 
b. Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah. 
c. Peralihan hak atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah. 
d. Pemanfaatan dan pemindah tanganan tanah barang milik negara atau 
milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
e. Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar. 
f. Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pembangunan perumahan berkaitan erat dengan penataan ruang, 
pada Pasal 38 Ayat (4) UUPR diatur bahwa “Pembangunan rumah dan 
perumahan harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 
Perumahan harus dibangun berdasarkan zona wilayah yang telah 
ditetapkan dalam RTRW. 
Adapun urgensi penataan ruang berdasarkan Pasal 14 UUPA yang 
mengatur bahwa ”Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, 
membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan 
penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya”. Ketentuan ini menegaskan perlunya suatu 
perencanaan tata ruang untuk mengatur penatagunaan tanah. Oleh 
karena itu maka dibuat Undang-Undang Penataan Ruang yang pertama 
kalinya pada tahun 1992 yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 
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tentang Penataan Ruang. Selanjutnya, Undang-Undang Penataan Ruang 
Tahun 1992 diganti oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. 
a. Pengertian Penataan Ruang 
Pengertian ruang dalam ketentuan umum UU No. 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang 
laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan 
wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan 
memelihara kelangsungan hidupnya. Dari pengertian tersebut ruang juga 
meliputi tanah sebagai dimensi ruang darat. 
Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur 
ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan 
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial 
ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional 
dan Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah 
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan 
ruang untuk fungsi budi daya, sementara yang dimaksud penataan ruang 
adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, 
dan pengendalian pemanfaatan ruang.21 
b. Asas dan Tujuan Penataan Ruang 
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UUPR, penyelenggaraan 
penataan ruang harus didasarkan pada asas : 
                                                     
21Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 
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1) Keterpaduan  
2) Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan  
3) Keberlanjutan  
4) Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan  
5) Keterbukaan  
6) Kebersamaan dan Kemitraan  
7) Perlindungan kepentingan umum  
8) Kepastian hukum dan keadilan  
9) Akuntabilitas  
 Pasal 3 UUPR mengatur bahwa penataan ruang bertujuan untuk 
mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan 
berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan 
Nasional dengan: 
a. mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan 
buatan;  
b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan 
sumber daya buatan dengan memerhatikan sumber daya manusia; dan  
c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak 
negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.  
c. Rencana Tata Ruang 
P. de Haan dan kawan-kawan, seperti yag dikutip Ridwan HR, 
menguraikan bahwa konsep perencanaan dalam arti luas didefinisikan 
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sebagai persiapan dan pelaksanaan yang sistematis dan terkoordinasi 
mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang didasarkan pada suatu 
rencana kerja yang terkait dengan tujuan-tujuan dan cara 
pelaksanaannya.22 Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 13 UUPR 
bahwa yang dimaksud Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses 
untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi 
penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 
Mengenai rencana tata ruang yang penyusunannya dilakukan 
pemerintah pada hakekatnya dapat pula digambarkan sebagai penjabaran 
dari instrument kebijakan Tata Guna Tanah, yang harus merupakan 
pelaksanaan rencana tata ruang. Rencana Tata Guna Tanah harus 
diserasikan dengan RTRW, sehingga pengguanaan tanah sesuai dengan 
tujuan penataan ruang. 
Rencana Umum Tata Ruang secara hirarki terdiri atas : Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kota. 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten memuat : 
a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;  
b. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten yang meliputi sistem 
perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan 
sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten;  
                                                     
22Ridwan HR, Op.cit, hlm. 144. 
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c. rencana pola ruang wilayah Kabupaten yang meliputi kawasan lindung 
Kabupaten dan kawasan budi daya Kabupaten;  
d. penetapan kawasan strategis Kabupaten;  
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang berisi indikasi 
program utama jangka menengah lima tahunan;  
f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang 
berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, 
ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. 
Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten berlaku 
mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan 
ketentuan tambahan, yaitu : 
a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;  
b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau;  
c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana 
jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan informal, dan 
ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan 
fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan  sosial ekonomi dan 
pusat pertumbuhan wilayah.  
Berdasarkan UUPR, Indonesia memberlakukan sistem zonasi guna 
mengendalikan pemanfaatan ruang. Ketentuan ini dijabarkan dalam Pasal 
35 dan 36. Pada Pasal 35 diatur bahwa pengendalian pemanfaatan ruang 
dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian 
28 
 
insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Pasal 36 mengatur 
tentang mekanisme peraturan zonasi. 
(1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disusun 
sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.  
(2) Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk 
setiap zona pemanfaatan ruang.  
(3) Peraturan zonasi ditetapkan dengan:  
a. peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem 
nasional;  
b. peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem 
provinsi; dan  
c. peraturan daerah Kabupaten/kota untuk peraturan zonasi sistem 
daerah. 
Diadakannya suatu perencanaan tata ruang bertujuan untuk dapat 
menyerasikan berbagai kegiatan pembangunan antar sektor dalam 
pembangunan daerah, sehingga dalam pemanfaatan ruang dan lahan 
dapat dilakukan seoptimal dan seefisien mungkin. Tujuan dari 
dilaksanakannya suatu perencanaan tata ruang adalah untuk 
mengarahkan struktur dan lokasi pembangunan yang serasi dan 
seimbang dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam dan sumber 
daya manusia, sehingga  dapat  tercapainya suatu pembangunan  yang 
optimal. Selain hal tersebut, perencanaan tata ruang dapat mencegah 
kegiatan pembangunan yang akan merusak lingkungan hidup, penataan 
29 
 
ruang yang sesuai akan berguna sekali dalam hal perlindungan 
lingkungan hidup, agar dalam penggunaan lingkungan hidup sampai 
kapanpun tetap pada fungsinya serta tidak terkontaminasi. 
4. Perolehan Izin Lokasi untuk Pembangunan Perumahan 
 Izin lokasi merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat 
digunakan oleh pemerintah sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan 
suatu kegiatan usaha dalam hal ini usaha pembangunan permukiman dan 
perumahan.23 Ketentuan izin dalam pembangunan perumahan diatur 
dalam Pasal 26 UU No.1 Tahun 2011, yaitu : 
(1) Hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi 
persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis. 
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan syarat 
bagi diterbitkannya izin mendirikan bangunan. 
(3) Perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud pada 
Ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan perumahan dan/atau 
permukiman. 
 Izin lokasi dalam pembangunan perumahan juga diatur dalam 
Pasal 114 Ayat (1) UU No.1 Tahun 2011, yaitu peralihan atau pelepasan 
hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c dilakukan 
setelah badan hukum memeroleh izin lokasi. 
Ketentuan Pasal 26 UU No. 1 Tahun 2011 menunjukkan bahwa izin 
lokasi merupakan salah satu syarat dalam pembangunan perumahan oleh 
                                                     
23Sri Susyanti, Op.Cit, hlm. 41 
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penyelanggara pembangunan. UU No.1 Tahun 2011 tidak memberikan 
pengertian izin lokasi maupun prosedur memeroleh izin lokasi bagi 
penyelenggara pembangunan perumahan. Untuk mendapatkan 
pemahaman tentang izin lokasi perlu mengkaji peraturan perundang-
undangan yang secara khusus mengatur tentang izin lokasi. 
Izin lokasi sebagai izin pemanfaatan ruang diatur dalam Pasal 26 
Ayat (5) UUPR, yaitu RTRW Kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan 
perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. Selanjutnya 
ketentuan Pasal 28 UUPR menetapkan bahwa ketentuan Pasal 26 Ayat 
(3) UUPR diberlakukan juga pada RTRW kota. 
5. Perolehan Hak Atas Tanah untuk Perumahan 
 Perusahan pembangunan perumahan dan permukiman dapat 
dibedakan atas perusahaan yang keseluruhan modalnya berasal dari 
pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat diberikan tanah Negara 
dengan Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai menurut 
kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Selanjutnya untuk perusahaan yang didirikan dengan modal swasta dapat 
diberikan tanah dengan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai menurut 
kebutuhan sesuai dengan Peraturan Perundang-Udangan yang berlaku.24 
 Jarot Widya Muliawan mengatakan bahwa selayaknya hak atas 
tanah untuk rumah tinggal adalah Hak Milik. Hal ini untuk memberikan 
                                                     
24Sri Susyanti, Op.Cit, hlm. 41-42 
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bentuk perlindungan hukum bagi bidang-bidang tanah untuk rumah tinggal 
tersebut yang akan memberikan ketenangan bagi penghuninya. Dalam 
konteks ini, Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI telah memberikan jaminan bagi 
setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan. Untuk mencapai penghidupan yang layak inilah hak 
ekonomi setiap warga negara harus diperhatikan, dihormati, dan 
dilindungi.25 
 Pemenuhan akan perumahan yang layak lebih terjamin apabila hak 
atas tanah bagi perumahan tersebut berstatus hak milik. Hak milik adalah 
hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh 
seseorang. Penjelasan Pasal 20 UUPA menyatakan sebagai berikut  
 Dalam Pasal ini diatur tentang sifat-sifat dari hak milik yang 
membedakannya dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak yang 
“terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian 
sifat ini tidak berarti hak ini merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan 
tidak dapat diganggu gugat sebagai hak eigendom menurut pengertiannya 
yang asli dulu. Sifat yang demikian akan terang-terangan bertentangan 
dengan sifat hukum adat dan sifat sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata 
“terkuat dan terpenuh” itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak 
guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain-lainnya, yaitu untuk 
menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai 
orang hak miliklah yang terkuat dan terpenuh.” 
                                                     
25Jarot Widya Mulyawan, Op.Cit, hlm. 2 
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 Dengan demikian, pemegang hak miliki atas tanah akan 
mempunyai rasa yang lebih aman dan tenteram, dibanding apabila 
sebidang tanah dipunyai dengan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. 
Terlebih apabila peruntukan Hak Milik tersebut digunakan untuk berdiri 
dan berfungsinya sebuah rumah tempat tinggal sebagai kebutuhan dasar 
manusia.26 
C. Perjanjian Sebagai Hubungan Hukum Pemilikan Rumah 
1. Pengertian Perjanjian 
Secara normatif pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 BW 
yaitu : “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) 
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau 
lebih”. Definisi ini menurut para ahli mengandung beberapa kelemahan, 
diantaranya bahwa definisi ini tidak lengkap karena yang dirumuskan itu 
hanya perjanjian sepihak saja, selain itu definisi tersebut juga terlalu luas 
karena dapat mencakup perbuatan dalam lapangan hukum keluarga, 
seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya 
berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam buku III BW,27 bahwa 
perjanjian yag diatur disini adalah perjanjian yang berkaitan dengan harta 
                                                     
26Ibid  
27Mariam Darus Badrulzaman (dkk), 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Cittra Aditya 
Bakti, Bandung, hlm. 65 
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kekayaan seseorang sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 1131 
BW.28 
2. Syarat sahnya perjanjian  
 Mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasl 1320 BW, 
yaitu : 
“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat : 
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
3. Suatu pokok persoalan tertentu; 
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.” 
Keempat unsur tersebut dalam doktrin ilmu hukum yang 
berkembang, digolongkan kedalam:29 
1. dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan 
perjanjian (unsur subjektif), dan 
2. dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek 
perjanjian (unsur objektif) 
Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara 
bebas dari pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang 
melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan 
dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan, dan 
                                                     
28Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2002, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, 
Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3 
29Ibid, hlm. 93  
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causa dari objek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksakan 
haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum. 
Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut 
menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam 
dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan, maupun batal 
demi hukum, dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari 
perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.30 
3. Jenis-Jenis Perjanjian 
 Ada beberapa klasifikasi perjanjian dalam berbagai literatur, salah 
satunya adalah yang dirumuskan oleh Vollmar dalam Purwahid Patrik 
sebagai berikut :31 
1. Perjanjian timbal balik, timbal balik tidak sempurna, dan sepihak. 
a. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana kedua belah pihak 
timbul kewajiban pokok, misalnya perjanjian jual beli, penjual harus 
menyerahkan barang, sedangkan pembeli harus membayar harga 
dari barang itu. 
b. perjanjian timbal balik tidak sempurna adalah dimana salah satu 
pihak timbul prestasi pokok sedangkan pihak lain ada kemungkinan 
untuk kewajiban sesuatu tanpa dikatakan dengan pasti bahwa 
kedua prestasi itu seimbang. 
                                                     
30Ibid, hlm. 94 




c. perjanjian sepihak adalah hanya salah satu pihak saja yang 
mempunyai kewajiban pokok, misalnya hibah. 
2. Perjanjian cuma-cuma atau dengan alas hak yang membebani. 
 Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian 
yang selalu melahirkan kontra prestasi bagi kedua pihak, sedangkan 
perjanjian cuma-cuma hanya satu pihak saja yang memiliki prestasi. 
3. Perjanjian bernama dan tidak bernama. 
 Perjanjian bernama adalah perjanjian yang diatur dalam BW 
sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur 
dalam BW. 
4. Perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaan. 
 Pada perjanjian obligatoir adalah mengikat untuk menyerahkan 
suatu benda, sedangkan pada perjanjian kebendaan adalah penyerahan 
benda serta hak miliknya kepada pihak lain. 
5. Perjanjian konsensuil dan perjanjian riil. 
 Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang berdasarkan 
kesepakatan atau persesuaian kehendak, sedangkan perjanjian riil adalh 
suatu perjanjian yang tidak terjadi hanya berdasarkan persesuaian 
kehendak saja tetapi ada penyerahan nyata. 
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 Ahmadi Miru32 membagi jenis perjanjian/kontrak menjadi enam 
yaitu: 
1. Kontrak Bersyarat 
 Kontrak bersyarat adalah kontrak yang digantungkan pada suatu 
peristiwa yang akan datang dan persitiwa tersebut belum tentu terjadi. 
Kontrak bersyarat ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu kontrak dengan 
syarat tangguh dan kontrak dengan syarat batal. 
2. Kontrak dengan ketetapan waktu 
 Berbeda dari kontrak bersyarat, kontrak dengan ketetapan waktu ini 
tidak menangguhkan terjadinya atau lahirnya kontrak, melainkan 
menangguhkan pelaksanaan kontrak. 
3. Kontrak mana suka atau alternatif 
 Dalam kontrak ini debitur diperkenankan untuk memilih salah satu 
dari beberapa pilihan yang ditentukan dalam kontrak. 
4. Kontrak tanggung renteng atau tangggung menanggung 
 Suatu kontrak dikatakan tanggung menanggung jika dalam kontrak 
tersebut terdiri atas beberapa orang kreditor, dan dalam kontrak tersebut 
secara tegas dinyatakan bahwa masing-masing kreditor berhak untuk 
menagih seluruh utang atau pembayaran seluruh utang kepada salah satu 
kreditor lainnya.  
                                                     




5. Kontrak yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi 
 Suatu kontrak digolongkan dapat dibagi atau tidak dapat dibagi 
tergantung pada kontrak yang prestasinya berupa barang atau jasa yang 
dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, baik secara nyata maupun secara 
perhitungan. 
6. Kontrak dengan ancaman hukuman 
 Ancaman hukuman merupakan suatu klausul kontrak yang 
memberikan jaminan kepada kreditor bahwa debitor akan memenuhi 
prestasi, dan ketika debitur tidak memenuhi prestasi tersebut, debitur 
diwajibkan melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu.  
4. Iktikad Baik dalam Perjanjian 
Iktikad baik merupakan salah satu asas dalam perjanjian, Pasal 
1338 Ayat (3) BW mengatur bahwa “Perjanjian-perjanjian harus 
dilaksanakan dengan iktikad baik” maksudnya perjanjian itu dilaksakanan 
menurut kepatutan dan keadilan. Menurut J. M. Van Dunne33 daya berlaku 
iktikad baik meliputi seluruh proses kontrak atau diibaratkan dengan “the 
rise and fall of contract”. Maka dari itu iktikad baik meliputi tiga fase 
perjalan kontrak yaitu: (1). Pre contractualle fase, (2). Contractuale fase, 
dan (3). Postcontractuale fase. Pasal 1338 Ayat (3) BW di atas pada 
umumnya selalu dihubungkan dengan Pasal 1339 BW, bahwa 
                                                     
33 J. M. Van Dunne, 1993, Verbintenissenrecht, (Deel 1, Contractenrecht, le gedeelte), 
Kluwer-Deventer, hlm. 170. Dapat juga dilihat di: Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum 
Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana, Jakarta, hlm. 136 
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“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan 
didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya 
persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, dan Undang-
Undang. 
Wirjono Prodjodikoro membagi iktikad baik menjadi dua macam, 
yaitu : 
a. iktikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. 
iktikad baik disini biasanya berupa perkiraaan atau anggapan 
seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulai 
hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini hukum 
memberikan perlindugan kepada pihak yang beriktikad baik, sedang 
bagi pihak yang beriktikad tidak baik harus bertanggung jawab dan 
menanggung resiko. Iktikad baik semacam ini dapat disimak dari 
ketentuan Pasal 1977 Ayat (1) BW dan Pasal 1963 BW, dimana 
terkait dengan salah satu syarat untuk memeroleh hak milik atas 
barang melalui daluwarsa. Iktikad baik ini bersifat subjektif dan statis. 
b. iktikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu. pengertian 
iktikad baik semacam ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat 
(3) BW adalah bersifat objektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar 
perbuatan hukumnya. Titik berat beriktikad baik disini terletak pada 
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tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan 
sebagai pelaksana sesuatu hal.34 
5. Perjanjian Jual Beli 
 Jual beli menurut BW adalah suatu perjanjian bertimbal balik 
dimana pihak yang satu (sipenjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik 
atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk 
membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari 
perolehan hak milik tersebut. 
 Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan 
dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. 
Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah 
sesuai dengan istilah Belanda “koop en verkoop” yang juga mengandung 
pengertian bahwa pihak yang satu “verkoopt” (menjual) sedang yang 
lainnya “koopt” (membeli). Dalam bahasa Inggris hanya disebut “sale” saja 
yang berarti “penjualan”.35 
 Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup 
tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada 
saat ia diserahkan hak miliknya kepada pembeli.   
 Salah satu bentuk perjanjian jual beli yang tren dalam 
perkembangan masyarakat adalah jual beli rumah pada perumahan, 
                                                     
34 Wirjono Prodjodikoro, 1992, Asas-asas Hukum Perdata, Sumur, Bandung, hlm. 56-52. 
Dapat juga dilihat pada: Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian: Asas 
Proporsionalitas dalam Kkontrak Komersial, Kencana, Jakarta, hlm. 137 




tingginya angka pertumbuhan penduduk berdampak pada tingginya 
kebutuhan hunian perumahan yang mendorong pertumbuhan bisnis yang 
populer disebut bisnis properti ini.   
6. Hubungan Hukum antara User dan Developer Perumahan36 
Setiap perikatan melahirkan hubungan hukum antara para pihak 
yang saling mengikatkan diri. Berdasarkan Pasal 1233 BW mengatur 
bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena 
Undang-Undang” dari ketentuan Pasal tersebut lahir dua bentuk 
hubungan hukum, yaitu hubungan hukum yang terjadi secara langung 
(perjanjian) dan hubungan hukum secara tidak langsung (Undang-
Undang). Oleh karena itu hubungan hukum antara user dan developer 
perumahan pun terbagi dua yaitu : 
1) Hubungan Langsung (Hubungan Kontraktual) 
Hubungan langsung antara pelaku usaha dengan konsumen adalah 
karena adanya perjanjian atau kontrak. Tiap perikatan menimbulkan 
adanya hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual 
ditentukan oleh para pihak itu sendiri sejauh tidak bertentangan 
dengan Undang-Undang dan ketertiban umum. Pasal 1338 Ayat (1) 
BW mengatur bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah 
berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. 
 
                                                     
36Effendi Abdullah, 2008, Kontrak Sandar Dalam Kepemilikan Rumah Antara Developer 




2) Hubungan Tidak Langsung (Hubungan Non Kontraktual) 
Hubungan tidak langsung antara pelaku usaha dan konsumen adalah 
hubungan yang tidak didasarkan pada perjanjian, tetapi didasarkan 
pada Undang-Undang. Perikatan yang lahir karena Undang-Undang 
menimbulkan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-
Undang.   
b. Kewajiban Developer  
 Kewajiban ini merupakan bentuk hubungan tidak langsung antara 
antara user dan developer yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara 
Perumahan Rakyat No.09/KPTS/M/1995 tanggal 23 Juni 1995 tentang 
Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah, sebagai berikut: 
1. Penjual wajib melaksanakan pendirian bangunan sesuai waktu 
yang telah diperjanjikan menurut gambar arsitektur, gambar denah 
dan spesifikasi teknis  bangunan, yang telah disetujui dan ditanda 
tangani bersama oleh kedua belah  pihak dan dilampirkan, yang 
menjadi bagian tak terpisahkan dalam akta  pengikatan jual beli 
rumah tersebut.  
2. Penjual wajib menyelesaikan pendirian bangunan dan 
menyerahkan tanah dan  bangunan rumah tepat waktu seperti yang 
diperjanjikan kepada Pembeli, kecuali karena hal-hal yang terjadi 
keadaan memaksa (Force Majeure) yang merupakan hal di luar 
kemampuan Penjual antara Iain seperti bencana alam 
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perang  pemogokan, huru-hara, kebakaran, banjir dan peraturan-
peraturan/kebijaksanaan Pemerintah dibidang Moneter.  
3. Penjual sebelum melakukan penjualan dan atau melakukan 
pengikatan jual beli rumah wajib memiliki :  
a. Surat ijin persetujuan prinsip rencana proyek dari Pemerintah 
Daerah setempat dan surat ijin lokasi dari Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kotamadya. Khusus untuk DKI Jakarta surat ijin 
Penunjukkan dan Penggunaan Tanah (SIPPT).   
b. Surat Keterangan dari Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kotamadya, bahwa yang bersangkutan (Developer) 
telah memeroleh tanah untuk  pembangunan perumahan dan 
permukiman.  
c. Surat ijin Mendirikan Bangunan.  
4. Penjual wajib mengurus pendaftaran perolehan hak atas tanah dan 
bangunan rumah, seketika setelah terjadinya pemindahan hak atas 
tanah dan bengunan rumah atau jual beli rumah (tanah dan 
bengunan) dihadapan PPAT.  
5. Apabila penjual lalai untuk menyerahkan tanah dan bangunan 
rumah tepat waktu seperti yang diperjanjikan kepada Pembeli, 
diwajibkan membayar denda keterlambatan penyerahan tersebut 
sebesar 10/00 (dua perseribu) dari jumlah total harga tanah dan 
bangunan rumah untuk setiap hari keterlambatannya.  
43 
 
6. Apabila penjual ternyata melalaikan kewajibannya untuk mengurus 
pendaftaran  perolehan hak atas tanah dan bangunan rumah 
tersebut, maka Pembeli mempunyai hak dan dianggap telah diberi 
kuasa untuk mengurus dan menjalankan tindakan yang berkenaan 
dengan pengurusan pendaftaran perolehan hak atas tanah dan 
bangunan rumah tersebut kepada instansi yang berwenang.  
c. Tanggung Jawab Developer 
 Hubungan hukum yang timbul antara user dan developer 
perumahan melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. 
Kewajiban akan melahirkan suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi 
sesuai sesuai dengan kewajiban yang ada sedangkan tanggung jawab 
lahir karena adanya suatu kerugian yang dialami masing-masing pihak.  
 Secara umum prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat 
dibedakan sebagi berikut:37 
1). Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. 
 Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan 
pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang 
dilakukannya. Pasal 1365 BW, yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang 
perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur 
pokok, yaitu: 
a. adanya perbuatan 
                                                     
37Celini Tri Siwi, 2009, Hukum Perlinfungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 92-
93., dapat juga dilihat di Andi Dewi Sartika, 2012, Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi 
Terhadap Tertanggung Yang Ikut Dalam Asuransi Risiko Penerbangan, Bagian Hukum 
Keperdataan Fakultas Hukum Unhas, Makassar, hlm. 36-39 
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b. adanya unsur kesalahan 
c. adanya kerugian yang diderita 
d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.  
Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan 
hukum. Pengertian hukum tidak hanya Undang-Undang, tetapi juga 
kepatutan dalam masyarakat. 
2). Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab 
 Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung 
jawab (presumption of liability principle), sampai saat ia dapat 
membuktikan bahwa ia tidak bersalah. 
3). Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab 
 Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip sebelumnya. Prinsip 
praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption of 
nonlibialityprinciple) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen 
yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara 
common sense dapat dibenarkan. 
4). Prinsip tanggung jawab mutlak 
 Prinsip tanggung jawab mutlak (strict libiality) sering diidentikkan 
dengan prinsip tanggung jawab absolute (Absolute Libiality). Kendati 
demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminology di atas. 
Ada pendapat yang mengatakan, strict libilaity adalah prinsip tanggung 
jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang 
menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang 
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memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalanya dalam 
keadaan force majeur. Sebaliknya absolute libiality adalah prinsip 
tanggung jawab tanpa kelasahan dan tidak ada pengecualiaannya. 
5). Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan 
 Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of libilaity) 
sangat menguntungkan para pelaku usaha karena mencantumkan klausul 
eksonerasi dalam perjanjian standard yang dibuatnya. Prinsip ini sangat 
merugikan konsumen apabila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku 
usaha. 
D. Perlindungan Konsumen 
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 
adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada 
konsumen (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
(UUPK). Sebelum lebih jauh membahas tentang perlindungan konsumen, 
terlebih dahulu penulis akan menguraikan teori perlindungan hukum pada 
umumnya. 
Satdjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum 
adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara 
mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam 
rangka kepentingannya tersebut.38 Dalam pandangan Philipus M. Hadjon, 
perlindungan hukum adalah segala sesuatu yang memungkinkan 
                                                     
38 Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, hlm. 
121. Dapat juga dilihat di: Andi Sastri Al Fath (Thesis), 2014, Perlindungan Hukum 
Pemegang Obligasi Melalui Perwaliamanatan Pada Pasar Modal Indonesia, Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 38  
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seseorang dapat melaksanakan dan mempertahankan hak-haknya yang 
ditentukan oleh hukum.39 Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum 
berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan 
manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelanggaran hukum 
terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang 
seharusnya dijalankan karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. 
Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan 
perlindungan hukum.40 
Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Kadir Muhammad dalam 
Hukum Perusahaan Indonesia. Perbuatan melanggar hukum meliputi 
berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan Undang-Undang, atau 
norma kesusilaan dan kepatutan atau sikap hati-hati yang hidup didalam 
masyarakat baik terhadap barang maupun diri orang lain. Kesalahan 
meliputi, baik karena sengaja maupun karena lalai. Kerugian merupakan 
akibat yang secara nyata timbul dari perbuatan, baik kerugian materiil 
maupun inmateriil.41 
Perlindungan hukum konsumen merupakan perlindungan atas hak-
hak konsumen, baik dari pelaku usaha, pemerintah atau institusi hukum 
dalam kaitannya dengan pemanfaatan atau penggunaan suatu produk 
                                                     
39 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi 
Prinsip-Prinsipnya. PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 20. Dapat juga dilihat di: Andi Sastri Al 
Fath (Thesis), 2014, Perlindungan Hukum Pemegang Obligasi Melalui Perwaliamanatan 
Pada Pasar Modal Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 
39  
40 Ridwan HR, Op.Cit hlm. 121 
41 Abdul Kadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, hlm. 509 
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barang dan/atau jasa, baik berdasarkan perjanjian maupun menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan jaminan 
kepastian hukum kepada konsumen sesuai asas perlindungan konsumen. 
Untuk mewujudkan perlindungan bagi konsumen, maka 
perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha berdasarkan 5 
(lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional (penjelasan Pasal 
2 UUPK), yaitu : 
1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala 
upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus 
memberikan manfaat sebesar-besamya bagi kepentingan konsumen 
dan pelaku usaha secara keseluruhan.  
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 
konsumen dan pelaku usaha untuk memeroleh haknya dan 
melaksanakan kewajibannya secara adil.  
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan 
antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam 
arti materiil ataupun spiritual.  
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 
konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang 
dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.  
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5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun 
konsumen menaati hukum dan memeroleh keadilan dalam 
penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin 
kepastian hukum. 
Setiap aturan perundang-undangan memiliki tujuan, adapun tujuan 
UUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yaitu sebagai berikut : 
a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 
untuk melindungi diri;  
b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan / atau 
jasa;  
c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, 
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;  
d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 
mendapatkan informasi;  
e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha;  
a. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen 
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1. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha 
 Dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, seringkali 
terjadi ketidakseimbangan karena terlalu kuatnya posisi pelaku usaha. 
Oleh karena itu, UUPK memberikan jaminan perlindungan hukum bagi 
kedua belah pihak untuk berada pada posisi seimbang dengan 
menentukan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha sebagai 
berikut : 
1.1 Hak dan kewajiban Kosumen 
Dalam Pasal 4 UUPK ditentukan hak-hak konsumen sebagai 
berikut : 
a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 
mengkonsurnsi barang dan/atau jasa;  
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan;  
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa;  
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau 
jasa yang digunakan;  
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;  
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;  
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g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif;  
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;  
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya.  
Menurut Ahmadi Miru42 pada dasarnya dikenal 10 macam hak 
konsumen, yaitu : 
a. hak atas keamanan dan keselamatan 
b. hak untuk memeroleh informasi 
c. hak untuk memilih 
d. hak untuk didengar 
e. hak untuk memeroleh kebutuhan hidup 
f. hak untuk memeroleh ganti rugi 
g. hak untuk memeroleh pendidikan konsumen 
h. hak memeroleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat 
i. hak untuk memeroleh barang sesuai dengan nilai tukar yang 
diberikannya 
j. hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang patut  
Sementara itu kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UUPK 
sebagai berkut : 
                                                     
42 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali 
Pers, Jakarta, hlm. 40. 
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a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan 
keselamatan;  
b. beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 
jasa;  
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;  
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut.  
Dalam ketentuan tentang kewajiban konsumen di atas salah 
satunnya adalah kewajiban untuk beriktikad baik, makna iktikad baik 
dalam Pasal tersebut dijelaskan oleh Ahmadi Miru sebagai berikut : 
“Menyangkut kewajiban konsumen beriktikad baik hanya tertuju 
pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja 
disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat 
merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan 
produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya 
kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi 
oleh produsen (pelaku usaha)”.43 
 
Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban beriktikad baik bagi 
konsumen terbatas pada saat transaksi jual beli saja. 
1.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 
 UUPK meskipun secara redaksional hanya menyebutkan 
perlindungan bagi konsumen, namun substansi materiil UUPK juga 
memuat norma tentang perlindungan bagi pelaku usaha. Hal ini 
berdasarkan asas keseimbangan untuk memenuhi kepentingan bagi para 
                                                     
43 Ibid, hlm. 49 
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pihak baik konsumen, pelaku usaha, maupun pemerintah. Oleh karena itu 
dalam UUPK juga diatur hak-hak dan kewajiban pelaku usaha. 
 Hak-hak pelaku usaha diatur pada Pasal 6 sebagai berikut : 
a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan;  
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 
yang beriktikad tidak baik;  
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen;  
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau 
jasa yang diperdagangkan;  
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 
Selain hak-hak yang disebut diatas, masih terdapat hak-hak lain 
bagi pelaku usaha yang diatur dalam beberapa Undang-Undang seperti 
hak-hak yang diatur dalam UU Perbankan, UU Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Pangan dan Undang-
Undang Lainnya. Berkenaan dengan berbagai Undang-Undang tersebut, 
maka harus diingat bahwa UUPK merupakan payung bagi semua aturan 
lainnya berkenaan dengan perlindungan konsumen.44 




Sementara itu kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK 
sebagai berikut : 
a. beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;  
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;  
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif;  
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 
dan/atau jasa yang berlaku;  
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 
diperdagangkan;  
f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 
perjanjian. 
Iktikad baik merupakan kewajiban pertama bagi pelaku usaha 
dalam Pasal tersebut. Pelaku usaha diwajibkan beriktikad baik dalam 
melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan 




Dalam UUPK tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada 
pelaku usaha, karena melewati semua tahapan dalam melakukan 
kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku 
usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi 
sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya 
diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 
dan/atau jasa.45 
2. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha 
 Sebagaimana tujuan UUPK untuk mengangkat harkat dan martabat 
kehidupan konsumen, maka segala hal yang dapat menimbulkan akibat 
negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari 
aktivitas perdagangan pelaku usaha. Maka  dari itu UUPK mengatur 
berbagai larangan bagi pelaku usaha pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 
17 UUPK. 
 Sebagian larangan tersebut diatur dalam Pasal 8 UUPK sebagai 
berikut : 
1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan 
barang dan/atau jasa yang:  
a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
                                                     
45 Ibid, hlm. 54 
55 
 
b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah 
dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau 
etiket barang tersebut;  
c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah 
dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;  
d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau 
kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau 
keterangan barang dan/atau jasa tersebut,  
e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses 
pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana 
dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa 
tersebut;  
f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 
keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 
tersebut;  
g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;  
h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana 
pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;  
i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 
memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, 
komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, 
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nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk 
penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;  
j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 
barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku.  
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat 
atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara 
lengkap dan benar atas barang dimaksud.  
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan 
pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau 
tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.  
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada Ayat 1 dan Ayat 2 
dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib 
menariknya dari peredaran. 
3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha 
Tanggung jawab pelaku usaha dalam UUPK diatur dalam Pasal 19 
sebagai berikut : 
(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat 
mengomsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 
diperdagangkan. 
(2) Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) dapat berupa 
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang 
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sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau 
pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) 
hari setelah tanggal transaksi. 
(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan 
Ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana 
berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur 
kesalahan. 
(5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak 
berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan 
tersebut merupakan kesalahan konsumen. 
Memerhatikan substansi Pasal 19 Ayat (1) dapat diketahui bahwa 
tanggung jawab pelaku usaha, meiputi :46 
1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan; 
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; 
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. 
E. Tinjauan Umum Perizinan 
 Menurut Philipus M. Hadjon, izin adalah persetujuan dari 
pemerintah berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, 
untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan 
                                                     
46 Ibid, hlm. 125. 
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perundang-undangan.47 Sependapat dengan Philipus M. Hadjon, JJH 
Bruggink dalam bukunya yang berjudul Rechts Reflecties yang 
diterjemahkan oleh Arief Sidharta, menyatakan bahwa izin adalah 
pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum 
dilarang.48 Izin adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah 
termasuk Pemerintah Daerah yang diterbitkan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan, diberikan kepada subjek hukum (perseorangan 
atau badan hukum) yang memerlukan dan memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan, untuk keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan 
yang ditetapkan dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. 
Izin berarti menghilangkan sesuatu larangan yang semula dilarang 
menjadi diperbolehkan oleh pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah. 
Izin memuat sesuatu persetujuan yang merupakan dasar pengecualian 
untuk melakukan satu larangan. Pengecualian tersebut harus diberikan 
oleh peraturan perundang-undangan untuk menunjukkan legalitas sebagai 
ciri negara hukum yang demokratis.  
1. Unsur-Unsur Perizinan 
 Menurut Ridwan HR terdapat 5 unsur perizinan yaitu :49 
                                                     
47 Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Fakultas Hukum 
Unair, Surabaya, hlm. 2. Dapat juga dilihat di Urip Santoso, 2014, Hukum Perumahan, 
Kencana, Jakarta, hlm. 174 
48 Arief Sidharta, 1996, Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam 
Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 101  
49 Ridwan HR, Op.Cit, hlm. 201 
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a. Instrumen yuridis, Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk 
keputusan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh 
pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.  
b. Peraturan perundang-undangan, pembuatan dan penerbitan 
keputusan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai 
tindakan hukum, harus ada wewenang yang diberkan oleh peraturan 
perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas. 
c. Organ pemerintah, izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ 
pemerintahan, menurut N.M, Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, keputusan 
yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang, dan 
hampir selalu yang terkait adalah organ-organ pemerintahan atau 
administrasi negara. 
d. Peristiwa konkret, izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk 
keputusan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi 
peristiwa konkret dan individual. Perstiwa konkret artinya peristiwa 
yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan 
fakta hukum tertentu. 
e. Prosedur persyaratan, pada umumnya permohonan izin harus 
menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku 
pemberi izin. Disamping harus memenuhi prosedur tertentu, pemohon 
izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang 




2. Fungsi dan Tujuan Perizinan 
 Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah 
untuk memengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang 
dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu 
instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai 
pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur 
dijelmakan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran 
masyarakat adil dan makmur itu terwujud.50 
 Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada 
kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret 
menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum 
dapat disebutkan sebagai berikut :51 
a. keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu. 
b. mencegah bahaya bagi lingkungan 
c. keinginan melindungi objek-objek tertentu. 
d. hendak membagi benda-benda yang sedikit. 





                                                     




3. Bentuk dan Isi Izin 
 Sesuai dengan sifatnya yang merupakan bagian dari keputusan, 
izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai keputusan tertulis, secara 
umum izin memuat hal-hal sebagai berikut52 
a. Organ yang berwenang, Dalam izin dinyatakan siapa yang 
memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganan 
izin akan nyata organ mana yang memberi izin. 
b. Yang dialamatkan, Izin ditujukan kepada pihak yang berkepentingan. 
Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan 
permohonan kepentingan untuk itu, karena itu keputusan yang 
memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. 
c. Diktum, Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum 
harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. 
Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan 
oleh keputusan, dinamakan diktum, yang merupakan inti dari 
keputusan. 
d. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan, dan syarat-syarat. 
Sebagaimana kebanyakan keputusan, didalamnya mengandung 
ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat, demikian pula dengan 
keputusan yang berisi izin. 




e. Pemberian alasan, pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti 
penyebutan ketentuan Undang-Undang, pertimbangan-pertimbangan 
hukum, dan penetapan fakta. 
f. pemberitahuan-pemberitahuan tambahan, pemberitahuan tambahan 
dapat berisi bahwa kepada pihak yang dialamatkan ditunjukkan 
akibat-akibat dari pelangggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-





















A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Jeneponto di tiga 
kecamatan yaitu Kecamatan Binamu, Kecamatan Tamalatea, dan 
Kecamatan Bangkala dikarenakan sedang maraknya pembangunan 
perumahan swasta yang mengalihfungsikan lahan pertanian di wilayah 
tersebut.  
B. Populasi dan Sampel 
Penilitian ini menggunakan lokasi yang luas, yang terdiri dari 
beberapa tempat pengumpulan data, dimana penelitian tidak saja 
melakukan pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan 
dokumentasi, dan mendatangi beberapa instansi dan tempat-tempat 
tertentu, tetapi juga melakukan studi lapangan, sehingga perlu ditentukan 
populasi dan sampelnya. 
1. Populasi Penelitian 
Dalam tulisan ini penulis menetapkan populasi penelitian ini adalah 
developer, beberapa instansi pemerintahan daerah Kabupaten 
Jeneponto, yakni Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto, Kantor 
Pelayanan Terpadu, Dinas Tata Ruang dan Kebersihan, Dinas Pertanian, 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum Kantor 
Bupati, 15 Developer di tiga kecamatan, warga pemilik tanah yang 
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dialihdungsikan, dan warga masyarakat yang memiliki rumah pada 
perumahan yang dibangun di atas lahan pertanian. 
2. Sampel Penelitian 
Sampel penelitian ini menggunakan metode purpossive sampling 
dengan mengambil sampel dari setiap objek penelitian.  
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua 
yakni: 
1. Teknik wawancara, yaitu mengumpulkan data secara langsung 
melalui tanya jawab berdasarkan daftar penyataan yang telah 
disiapkan melalui wawancara secara tidak terstruktur untuk 
memeroleh data dan informasi yang diperlukan, dengan beberapa 
narasumber yaitu beberapa instansi pemerintahan daerah 
Kabupaten Jeneponto, yakni Kantor Pertanahan Kabupaten 
Jeneponto, Kantor Pelayanan Terpadu, Dinas Tata Ruang dan 
Kebersihan, Dinas Pertanian, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah, Bagian Hukum Kantor Bupati, 15 Developer di tiga 
kecamatan, warga pemilik tanah yang dialihfungsikan, dan warga 
masyarakat yang memiliki rumah pada perumahan yang dibangun 
di atas lahan pertanian; 
2. Teknik studi dokumen, yaitu pengumpulan data dengan 
mempergunakan dokumen-dokumen antara lain dokumen pada 
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Kantor Pertanahan, Kantor Pelayanan Terpadu, Dinas Pertanian, 
dan dokumen perusahaan pengembang, catatan-catatan, laporan-
laporan, buku-buku media elektronik dan bahan-bahan yang 
relevan dengan permasalahan yang dibahas. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan 
dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriftif yaitu 
dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai 
implikasi hukum perumahan yang dibangun di atas lahan 






















A. Proses Peralihan Lahan Pertanian Menjadi Lahan Perumahan  
Proses peralihan lahan pertanian menjadi lahan perumahan dalam 
nomenklatur yuridis disebut dengan alih fungsi lahan pertanian. 
Sebagaimana diuraikan penulis pada bab tinjauan pustaka bahwa yang 
dimaksud dengan alih fungsi lahan pertanian adalah perubahan fungsi 
lahan pertanian menjadi bukan pertanian.  
Pada dasarnya alih fungsi lahan pertanian ini dilarang berdasarkan 
UU No. 41 Tahun 2009 kecuali untuk kepentingan umum. Terjadinya alih 
fungsi lahan pertanian harus memenuhi syarat berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Pada Pasal 44 Ayat (3) UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan mengatur bahwa pengalihfungsian lahan yang sudah 
ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk 
kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) hanya dapat 
dilakukan dengan syarat : 
a. dilakukan kajian kelayakan strategis; 
b. disusun rencana alih fungsi lahan; 
c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan 
67 
 
d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan yang dialihfungsikan.  
Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a di 
atas berdasarkan Pasal 40 PP No. 1 Tahun 2011 paling sedikit mencakup: 
a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;  
b. potensi kehilangan hasil;  
c. resiko kerugian investasi; dan  
d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya. 
Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b 
berdasarkan Pasal 41 PP No. 1 Tahun 2011 paling sedikit mencakup :  
a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;  
b. jadwal alih fungsi;  
c. luas dan lokasi lahan pengganti;  
d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan  
e. pemanfaatan lahan pengganti. 
Pembebasan tanah dalam huruf c, diatur mekanismenya dalam 
Pasal 42 PP No. 1 Tahun 2011, sebagai berikut : 
(1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada lahan dilakukan 
dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.  
(2) Besaran ganti rugi dilakukan oleh Penilai yang ditetapkan oleh 




(3) Pelaksanaan pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Lahan pertanian yang ditetapkan dialihfungsikan, wajib disediakan 
lahan pengganti. Berdasarkan ketentuan umum PP No. 1 Tahun 2011 
Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan, yang dimaksud dengan Lahan 
Pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, 
dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan. Pengertian lahan 
cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam ketentuan umum PP 
No. 1 Tahun 2011 adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya 
agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan 
sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan 
datang. 
Lahan pengganti ini harus ditetapkan pemerintah bahkan sebelum 
lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan dialihfungsikan, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (2) UU No. 41 Tahun 2009 
yang mengatur bahwa Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai 
pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah harus 
dimasukkan dalam penyusunan Rencana Program Tahunan, Rencana 
Program Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Program Jangka 
Panjang (RPJP) instansi terkait pada saat alih fungsi direncanakan.  
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Berdasarkan Pasal 46 Ayat (3) UU No. 41 Tahun 2009 Penyediaan 
lahan pertanian pangan sebagai lahan pengganti dapat dilakukan dengan: 
a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan; 
b. pengalihfungsian lahan dari nonpertanian ke pertanian sebagai Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan, terutama dari tanah telantar dan 
tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
Ayat (2); atau 
c. penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan. 
Adapun tata cara penetapan lahan pengganti ini diatur dalam Pasal 
49 UU No. 41 Tahun 2009 bahwa Lahan pengganti Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan ditetapkan dengan: 
a. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam hal lahan pengganti terletak 
di dalam satu Kabupaten/kota pada satu provinsi; 
b. Peraturan Daerah Provinsi dalam hal lahan pengganti terletak di 
dalam dua Kabupaten/kota atau lebih pada satu provinsi; dan 
c. Peraturan Pemerintah dalam hal lahan pengganti terletak di dalam 
dua provinsi atau lebih. 
1. Lahan Pertanian di Kabupaten Jeneponto 
Kabupaten Jeneponto memiliki luas wilayah sekitar 749,79 Km2 
yang secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan dan 114 
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Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk 352.894 Jiwa , dimana 70 - 80 
% bermata pencaharian pada sektor pertanian.53  
Kawasan pertanian di Kabupaten Jeneponto ditetapkan dalam 
Perda No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Jeneponto Tahun 2012-2030. 
Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Paragraf Ketiga bab ketiga tentang 
kawasan peruntukan pertanian Perda No. 1 Tahun 2012 Kawasan 
peruntukan pertanian di Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 huruf c, terdiri atas: 
a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; 
b. Kawasan peruntukan pertanian holtikultura; 
c. Kawasan peruntukan perkebunan; dan 
d. Kawasan peruntukan peternakan. 
Kemudian pada Ayat (2) diatur bahwa Kawasan peruntukan 
pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, 
terdiri atas: 
a. Kawasan peruntukan pertanian lahan basah ditetapkan di sebagian 
wilayah Kecamatan Bangkala, sebagian wilayah Kecamatan Bangkala 
Barat, sebagian wilayah Kecamatan Tamalatea, sebagian wilayah 
Kecamatan Bontoramba, sebagain wilayah Kecamatan Binamu, 
sebagian wilayah Kecamatan Turatea, sebagian wilayah Kecamatan 
                                                     
53 Profil Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto Tahun 2015 
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Batang, sebagian wilayah Kecamatan Arungkeke, sebagian wilayah 
Kecamatan Tarowang, sebagian wilayah Kecamatan Kelara, dan 
sebagain wilayah Kecamatan Rumbia dengan luasan kurang lebih 
27.234 (dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat) hektar; dan 
b. Kawasan peruntukan pertanian lahan kering ditetapkan di sebagian 
wilayah Kecamatan Bangkala, sebagian wilayah Kecamatan Bangkala 
Barat, sebagian wilayah Kecamatan Tamalatea, sebagian wilayah 
Kecamatan Bontoramba, sebagain wilayah Kecamatan Binamu, 
sebagian wilayah Kecamatan Turatea, sebagian wilayah Kecamatan 
Batang, sebagian wilayah Kecamatan Arungkeke, sebagian wilayah 
Kecamatan Tarowang, sebagian wilayah Kecamatan Kelara, dan 
sebagain wilayah Kecamatan Rumbia dengan luasan kurang lebih 
19.592 (sembilan belas ribu lima ratus Sembilan puluh dua) hektar. 
Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud 
pada Ayat (1) huruf b, terdiri dari: 
a. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas sayuran 
ditetapkan di Kecamatan Rumbia dengan luasan kurang lebih 2.826 
(dua ribu delapan ratus dua puluh enam) hektar; dan 
b. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas buah-buahan 
ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bangkala, sebagian 
wilayah Kecamatan Bangkala Barat, sebagian wilayah Kecamatan 
Tamalatea, sebagian wilayah Kecamatan Bontoramba, sebagain 
wilayah Kecamatan Binamu, sebagian wilayah Kecamatan Turatea, 
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sebagian wilayah Kecamatan Batang, sebagian wilayah Kecamatan 
Arungkeke, sebagian wilayah Kecamatan Tarowang, sebagian 
wilayah Kecamatan Kelara, dan sebagain wilayah Kecamatan Rumbia 
dengan luasan kurang lebih 196.530 (seratus sembilan puluh enam 
ribu lima ratus tiga puluh) hektar. 
Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada 
Ayat (1) huruf c merupakan kawasan perkebunan dan kawasan wanatani 
terdiri dari : 
a. kawasan peruntukan perkebunan kakao dan kopi robusta ditetapkan 
di sebagian wilayah Kecamatan Bangkala dengan luasan kurang lebih 
1.223 (seribu dua ratus dua puluh tiga) hektar;  
b. kawasan peruntukan perkebunan kakao, kopi robusta, dan kelapa 
ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bangkala Barat dengan 
luasan kurang lebih 2.103 (dua ribu seratus tiga) hektar; 
c. kawasan peruntukan perkebunan kakao, dan kelapa ditetapkan di 
sebagian wilayah Kecamatan Bontoramba dengan luasan kurang 
lebih 1.594 (seribu lima ratus sembilan puluh empat) hektar; 
d. kawasan peruntukan perkebunan kakao, kopi robusta, jambu mete, 
dan kapuk ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kelara dengan 
luasan kurang lebih 208 (dua ratus delapan) hektar; dan 
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e. kawasan peruntukan perkebunan kakao, kopi robusta, cengkeh, 
jambu mete, dan kapuk ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan 
Rumbia dengan luasan kurang lebih 115 (seratus lima belas) hektar. 
Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada 
Ayat (1) huruf d, berupa kawasan peruntukan pengembangan ternak 
besar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bangkala, sebagian 
wilayah Kecamatan Bangkala Barat, sebagian wilayah Kecamatan 
Tamalatea, sebagian wilayah Kecamatan Bontoramba, sebagain wilayah 
Kecamatan Binamu, sebagian wilayah Kecamatan Turatea, sebagian 
wilayah Kecamatan Batang, sebagian wilayah Kecamatan Arungkeke, 
sebagian wilayah Kecamatan Tarowang, sebagian wilayah Kecamatan 
Kelara, dan  sebagain wilayah Kecamatan Rumbia dengan luasan kurang 
lebih 10.540 (sepuluh ribu lima ratus empat puluh) hektar. 
Sementara itu berdasarkan Ayat 6 yang ditetapkan sebagai 
kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Kawasan peruntukan 
pertanian pangan sebagaimana disebutkan pada Ayat (2) dengan luasan 
kurang lebih 27.234 (dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat) 
hektar. 
Secara detail, grafis wilayah pertanian ini dapat dilihat pada peta 
pola ruang wilayah Kabupaten Jeneponto dalam lampiran II Perda No.1 




Gambar 1. Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto 
 
Sementara itu berdasarkan penelitian penulis pada Dinas Pertanian 
Kabupaten Jeneponto, data luas lahan pertanian/perkebunan dan 
kehutanan Kabupaten Jeneponto seluas 71.163,59 Ha. Berdasarkan 
peruntukannya dapat dibagi atas:  
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1) Persawahan seluas 16.853 Ha;   
2) Lahan Kering 36.939 Ha;  
3) Perkebunan seluas 1.462 Ha dan  
4) Hutan Rakyat seluas 1.767 Ha.54 
Kondisi topografi tanah wilayah Kabupaten Jeneponto pada 
umumnya memiliki permukaan yang sifatnya bervariasi. Keunggulan 
alamiah/komparatif inilah yang terus diupayakan agar mampu 
menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi terutama dalam 
mengantisipasi perilaku pasar yang semakin mengglobal. Sesuai 
penggunaannya, lahan di Kabupaten Jeneponto dapat dirinci sebagai 














Tabel 1. Klasifikasi lahan berdasarkan penggunaannya di Kabupaten 
Jeneponto 
No Jenis Lahan Luas (Ha) 
1 Sawah Tadah Hujan   5.388 
2 Sawah Irigasi 1 Kali Tanam  7.565 
3 Sawah Irigasi 2 Kali Tanam  4.200 
4 Tegalan / Kebun   36.033 
5 Ladang / Huma    906 
6 Perkebunan   1.462 
7 Lainnya (Tambak, Kolam,Empang, Hutan negara )  12.140 
8 Padang Pengembalaan/Padang Rumput 70 
9 Hutan Rakyat 1.767 
10 
Lahan Bukan Sawah yang sementara tidak 
diusahakan 
87 
11 Lahan Bukan Pertanian   5.661 
Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto 2015 
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Lahan ini tersebar dalam 11 Kecamatan. Kecamatan Binamu yang 
menjadi salah satu lokasi penelitian penulis memiliki luas wilayah 69,49 
Km2 dengan luas lahan pertanian 5587,7 Ha dengan rincian sebagai 
berikut : 
Tabel 2. Luas lahan pertanian di Kecamatan Binamu menurut 
Desa/Kelurahan dan Penggunaannya (Ha) 
Desa/Kelurahan Sawah Tegal/Kebun Kolam/Tambak 
Biringkassi 125 380 20,25 
Pabiringa 75 170 20 
Panaikang 80 140 - 
Monro-monro 25 235 69 
Sidenre 85 205 10,75 
Empoang Selatan 340 290 95,75 
Empoang 465 430 - 
Balang Toa 100 75 - 
Balang 80 265 - 
Balang Beru 120 230 - 
Bontoa 25 240 - 
Sapanang 120 240 - 
Empoan Utara 450 380 - 
Jumlah 2.090 3.280 215,7 
Sumber data : Kecamatan Binamu Dalam Angka 2015 (Badan Pusat 
Statistik Kabupaten Jeneponto) 
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Lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 27.234 (dua puluh 
tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat) hektar di atas saat ini terus 
tereduksi jumlahnya akibat kegiatan alih fungsi lahan untuk perumahan. 
Bisinis perumahan di Kabupaten Jeneponto saat ini tengah berkembang 
pesat. Tingginya minat masyarakat memiliki hunian perumahan menjadi 
salah satu faktor bertumbuh pesatnya bisnis tersebut. Apalagi pada 
beberapa perumahan, langsung memberikan hak milik kepada user, 
sehingga makin menarik minat masyarakat untuk memiliki hunian 
perumahan. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari lapangan, 
terdapat 15 perumahan saat ini yang telah terbangun di atas alih fungsi 
lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan total lahan seluas 332.583 
m2. Berikut persebaran perumahan yang dibangun di atas lahan pertanian 
di tiga kecamatan. 
Tabel 3.1 Perumahan yang dibangun di atas lahan pertanian Pada 
Kecamatan Tamalatea 











2 Puri Aryam 
Kel. Bonto 
Tangnga 
CV. Arta Aryom 2.944 
Total 27.944 




Tabel 3.2 Perumahan yang dibangun di atas lahan pertanian Pada 
Kecamatan Binamu 
No Perumahan Lokasi Developer Luas (m2) 
1 
Sanur Kel. Sidenre  
 




Anwar Jaya Kel. Empoang 
Selatan 


























PT. 437 Sejahtera 17.000 
7 
Bukit Sehati Kel. Balang 
Beru 












PT. Rahmat Bangunan 22.261 
10 




PT Maditya Sinar Mas 30.000 
11 
Graha Alfa Mas 
II 
Kel. Balang PT Maditya Sinar Mas 30.000 
12 Permata Hijau Kel. Empoang PT Maditya Sinar Mas 10.000 
Total 263.149 
Sumber Data : Data Primer diolah tahun 2016 
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Tabel 3.3 Perumahan yang dibangun di atas lahan pertanian Pada 
Kecamatan Bangkala 
No Perumahan Lokasi Developer Luas (m2) 





PT Annurul 66.490 
Total 66.490 














Gambar 2. Perumahan Sanur 
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Dari ke lima belas perumahan tersebut, masing-masing memeroleh 
hak atas tanah pada umumnya melalui jual beli ada pula yang memeroleh 
melalui pewarisan, sedangkan pemberian hak untuk user ada yang 



















Tabel 4. Perolehan dan pemberian hak atas tanah perumahan yang 
dibangun di atas alih fungsi lahan pertanian 
No Perumahan 
Perolehan Hak Atas 
Tanah 
Pemberian Hak Atas 
Tanah Kepada User 
1 Sanur Jual Beli Hak Milik 
2 Anwar Jaya Juall Beli Hak Guna Bangunan 
3 Ramadillah 
Permai 
Jual Beli Hak Milik 
4 Empoang Permai Jual Beli Hak Milik 
5 Karisa Indah 
Lestari I 
Jual Beli Hak Milik 
6 Karisa Indah 
Lestari II 
Jual Beli Hak Milik 
7 Bukit Sehati Jual Beli Hak Guna Bangunan 
8 Aprillia 
Residence 
Jual Beli Hak Guna Bangunan 
9 Budi Mulia 
Permai 
Jual Beli Hak Guna Bangunan 
10 Graha Alfa Mas I Jual Beli Hak Guna Bangunan 
11 Graha Alfa Mas II Jual Beli Hak Guna Bangunan 
12 Permata Hijau Jual Beli Hak Guna Bangunan 
13 Puri Aryom Jual Beli Hak Guna Bangunan 
14 Pammanjengan 
Permai 
Jual Beli Hak Milik 
15 Wisata Bahari 
Residence 
Jual Beli Hak Milik 




2. Prosedur Alih Fungsi Lahan 
Prosedur tata cara beralih fungsinya lahan pertanian diatur dalam 
Peraturan Menteri Pertanian No.81/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang 
Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan sebagai berikut : 
1. Tata cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat 
dilaksanakan setelah memenuhi semua persyaratan dan kriteria. 
2. Pemohon Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di 
Kabupaten/kota mengusulkan kepada Bupati/Walikota. Untuk 
memberikan persetujuan, Bupati/Walikota dibantu oleh Tim verifikasi 
Kabupaten/kota yang keanggotaannya berasal dari Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dalam bidang 
lahan pertanian, perencanaan pembangunan, infrastruktur, 
administrasi pertanahan dan instansi/lembaga terkait. 
3. Pemohon Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan lintas 
Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi setelah mendapatkan 
rekomendasi dari Bupati/Walikota mengusulkan kepada Gubernur. 
Untuk memberikan persetujuan, Gubernur dibantu oleh Tim verifikasi 
Provinsi yang keanggotaannya berasal dari SKPD yang bertanggung 
jawab dalam bidang lahan pertanian, perencanaan pembangunan, 




4. Pemohon alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan lintas 
provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota dan 
Gubernur mengusulkan kepada Presiden. Untuk memberikan 
persetujuan, Presiden dibantu oleh Tim verifikasi nasional yang 
keanggotaannya berasal dari Kementerian/Lembaga yang 
bertanggung jawab dalam bidang lahan pertanian, perencanaan 
pembangunan, infrastruktur, administrasi pertanahan dan 
instansi/lembaga terkait. 
5. Usulan pada butir 2 sampai dengan 4 di atas disampaikan kepada 
Bupati/Walikota setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri 
Pertanian. 
Tata cara beralihfungsinya lahan pertanian di Kabupaten 
Jeneponto melibatkan beberapa instansi terkait dalam Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) seperti Dinas Pertanian, Dinas Tata Ruang dan 
Kebersihan, Kantor Pertanahan, dan Kantor Pelayanan Terpadu. 
Berdasarkan wawancara56 dengan sekertaris Seksi Pengaturan 
dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten 
Jeneponto, Izin pengalihfungsian lahan pertanian menjadi lahan 
perumahan di Kabupaten Jeneponto terdapat dua jenis mekanisme yaitu;  
(1) Izin Perubahan Penggunaan Tanah; dan  
(2) Izin Lokasi. 
                                                     
56 Wawancara dengan Bapak H Arifuddin, dilakukan pada tanggal 16 Maret 2016 di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto 
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2.1. Izin Perubahan Penggunaan Tanah 
Izin perubahan penggunaan tanah diterbitkan oleh Kantor 
Pertanahan Kabupaten Jeneponto untuk lahan dengan luas kurang dari 1 
hektar. Izin ini dapat terbit dengan prosedur sebagai berikut : 
1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor 
Pertanahan Kabupaten Jeneponto; 
2. Kantor Pertanahan membentuk Tim Pertimbangan Teknis 
Pertanahan untuk melakukan peninjauan lokasi 
3. Setelah melakukan peninjauan lokasi, Tim Pertimbangan Teknis 
menerbitkan Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Teknis 
Pertanahan 
4. Kantor Pertanahan kemudian menerbitkan risalah hasil 
pertimbangan teknis dalam penerbitan izin perubahan fungsi lahan. 
Pemberian izin ini dalam diktum keputusannya disertai persyaratan 
dan ketentuan lain, misalnya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten Jeneponto Nomor: 01/Kep.100.1-73.04/VII/2012 Tentang Izin 
Perubahan Fungsi Lahan Kebun Menjadi Perumahan seluas 6.035 M2 
terletak di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kepada Ahmad 
Saparuddin (Developer Perumahan) dalam izin tersebut terdapat 6 syarat 
dan ketentuan yaitu : 
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1. Pelaksanaan perubahan penggunaan tanah tidak melebihi batas luas 
dan tidak merubah bentuk bidang tanah yang telah ditentukan 
sebagaimana tercantum peta pada lampiran keputusan ini; 
2. Tanah yang dirubah penggunaan tanahnya harus disesuaikan dengan 
kondisi lingkungan, tidak mengganggu/merugikan lingkungan 
sekitarnya, pemanfaatannya harus disesuaikan dengan rencana 
pembangunan Pemerintah Kabupaten Jeneponto, tidak menutup 
aksesibilitas masyarakat disekitar lokasi dan membuat/mengatur 
drainase agar tidak menimbulkan genangan atau banjir baik didalam 
lokasi yang dimohon maupun lingkungan sekitarnya; 
3. Tanah yang dimohon harus segera didaftarkan pada kantor 
pertanahan Kabupaten Jeneponto, dengan penggunaan tanah yang 
sudah sesuai dengan izin perubahan penggunaan tanah; 
4. Apabila tanah tersebut akan dipecah menjadi beberapa bidang, maka 
perlu diproses dengan mengajukan izin tersendiri kepada Kepala 
Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto untuk setiap bidang atau 
secara kolektif; 
5. Dilarang menggunakan tanah tersebut baik sebagian maupun 
seluruhnya, selain untuk keperluan sesuai permohonan; 
6. Mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto dan 
Peraturan Perundang-undangan dibidang Pertanahan. 
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Sebelum menerbitkan izin terlebih dahulu Kantor Pertanahan 
mempertimbangkan rekomendasi kelayakan lahan dari Dinas Pertanian. 
Rekomendasi ini untuk menilai kelayakan lahan untuk dialihfungsikan.  
Data yang diperoleh penulis dari Kantor Badan Pertanahan, sejak 
tahun 2012 terdapat tiga izin perubahan fungsi lahan yang dimohonkan 
dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto untuk tiga 
developer perumahan yang membangun di atas lahan pertanian. Ketiga 
developer tersebut adalah : 
Tabel 5. Perumahan yang memeroleh izin perubahan fungsi lahan dari 
Kantor Pertanahan berdasarkan arsip Kantor Pertanahan Kabupaten 
Jeneponto 
No Pemohon Perumahan Nomor surat 
1 Ahmad Saparuddin Sanur 01/Kep.100.1-73.04/VII/2012 
2 Hajja Sulo Abidin Anwar Jaya 02/Kep.73.06/07/2014 
3 CV Kimend Sejahtera Bukit Sehati Tidak Terarsipkan 







2.2 Izin Lokasi  
Bentuk lain izin pengalihfungsian lahan pertanian adalah izin lokasi. 
Izin lokasi juga diatur pada UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan 
dan UU No. 26 Tahun 2007  Tentang Penataan Ruang. Izin lokasi sebagai 
izin pemanfaatan ruang diatur dalam Pasal 26 Ayat (3) UUPR, yaitu 
RTRW Kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi 
pembangunan dan administrasi pertanahan. Ketentuan Pasal 26 Undang-
Undang No. 1 Tahun 2011 mengatur bahwa izin lokasi merupakan salah 
satu syarat dalam pembangunan perumahan oleh penyelenggara 
pembangunan perumahan. Izin lokasi merupakan salah satu syarat 
administratif dalam pembangunan perumahan. UU No. 1 Tahun 2011 
sendiri tidak memberikan pengertian izin lokasi maupun prosedur 
memeroleh izin lokasi bagi penyelenggara pembangunan perumahan.  
Di Kabupaten Jeneponto izin lokasi perumahan diterbitkan oleh 
Bupati untuk lahan dengan luas 1 hektar atau lebih. Izin lokasi ini 
diterbitkan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Jeneponto yang 
merupakan bagian dari SKPD dibawah jajaran Pemerintah Kabupaten 
Jeneponto. Sebagai intansi yang baru terbentuk pada tahun 2015. Sejak 
kewenangan menerbitkan izin lokasi dilimpahkan kepada Kantor 
Pelayanan Terpadu berdasarkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 10 
Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan 
Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Jeneponto, 
hingga saat penulis melakukan penelitian skripsi ini belum ada satupun 
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izin lokasi yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu. Sebelumnya 
izin lokasi diterbitkan di Kantor Bupati Jeneponto. 
Berdasarkan penelitian penulis pada Bagian Hukum Pemerintah 
Daerah Kabupaten Jeneponto. Dari arsip yang ada, Pemerintah daerah 
sejak tahun 2012 baru menerbitkan satu Surat Keputusan Bupati tentang 
pemberian izin lokasi untuk pembangunan perumahan dengan Nomor 
surat: 189 Tahun 2013 kepada CV Nanda Aliza untuk pembangunan 
perumahan Anwar Jaya yang berlokasi di Kelurahan Empoang Selatan 
Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. 
 Adapun prosedur penerbitan izin lokasi ini berdasarkan informasi 
dari Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Jeneponto sebagai berikut : 
a. Terlebih dahulu pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati 
melalui Kantor Pelayanan Terpadu. 
b. Pemohon melengkapi berkas sebagai berikut : 
1. Formulir permohonan 
2. Fotocopy KTP pemilik/penanggungjawab perusahaan  
3. Surat pernyataan kesanggupan di atas materai untuk membayar 
ganti rugi dan akan menyediakan tempat penampungan bagi yang 
berhak atas tanah 
4. Fotocopy bukti kepemilikan tanah yang direncanakan akan 
diperoleh dan atau yang akan dipergunakan 
5. Fotocopy NPWP perusahaan 
6. Izin prinsip bagi PMDN atau PMA  
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7. Fotocopy izin lingkungan bagi yang memerlukan 
8. Risalah dari kantor pertanahan nasional 
9. Akta pendirian perusahaan 
Sebelum menerbitkan surat izin lokasi, terlebih dahulu Kantor 
Pelayanan Terpadu berkoordinasi dengan Dinas Tata Ruang untuk 
penyesuaian pemanfaatan ruang/wilayah dan Dinas Pertanian untuk 
menilai kelayakan lahan untuk dialihfungsikan. Bentuk koordinasinya 
melalui rekomendasi kelayakan lahan dari kedua intansi tersebut.  
Bagi perumahan Anwar Jaya telah terbit rekomendasi kelayakan 
lahan lokasi pembangunan perumahan dari Dinas Pertanian melalui surat 
rekomendasi dengan nomor: TU. 227.715/RAPL.DP/VII/2012 tertanggal 
10 juli 2012, juga telah terbit rekomendasi tentang Izin Pendahuluan 
Mendirikan Bangunan (IPMB) dari Dinas Tata Ruang dengan Nomor: 
76/DTRK/Sek.1/III/2012 tertanggal 13 Maret 2012.  
Karena tidak lengkapnya arsip Pemerintah Daerah terkait izin lokasi 
pembangunan perumahan, penulis meninjau langsung ke lokasi 
perumahan menemui developer untuk menelusuri perizinan izin lokasi 
masing-masing. Berdasarkan penelitian pada lima belas (15) developer 
perumahan, penulis memeroleh data izin lokasi bagi  beberapa 
perumahan yang tidak terarsipkan pada bagian hukum pemerintah daerah 




Tabel 6. Perumahan yang memeroleh izin lokasi tetapi tidak terarsipkan 
pada kantor pemerintah daerah  
No Perumahan Lokasi Developer Izin Lokasi 




PT Annurul No: 
117KPT/JP/XI
/TAHUN 2013 










4 Bumi Empoang 
Permai 
Kec. Binamu PT. 437 
Sejahtera 
Arsip hilang  
5 Karisa Indah 
Lestari I 
Kec. Binamu PT. 437 
Sejahtera 
Arsip hilang 
6 Karisa Indah 
Lestari II 





Kec. Binamu CV. Kimend 
Sejahtera 
Arsip hilang 









10 Graha Alfa Mas 
II 
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3. Substansi Perizinan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Menjadi 
Lahan Perumahan  
 Substansi perizinan pengalihfungsian lahan pertanian menjadi 
perumahan sebagaimana diuraikan pada subbab sebelumnya 
mengandung berbagai penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang pengalihfungsian lahan pertanian, baik 
dalam UU No. 41 Tahun 2009, PP No. 1 Tahun 2011, dan Permentani No. 
81/Permentan/O.T140/8/2013.  
 Mekanisme perizinan pengalihfungsian lahan pertanian yang dibagi 
menjadi dua jenis izin yaitu izin perubahan fungsi lahan oleh BPN dan izin 
lokasi oleh Bupati bertentangan dengan ketentuan BAB IV Permentani No. 
81/Permentan/O.T140/8/2013 tentang tata cara alih fungsi lahan pertanian 
pada butir 2 yang mengatur bahwa permohonan alih fungsi lahan hanya 
kepada Bupati dan ditetapkan oleh Bupati, tidak diatur izin alih fungsi 
lahan oleh BPN. BPN dalam perizinan alih fungsi lahan hanya berperan 
sebagai tim verifikasi yang membantu Bupati untuk memberikan 
persetujuan alih fungsi lahan pertanian.  
Selain itu anggota tim verifikasi yang diatur terdiri dari beberapa 
instansi dari SKPD yang bertanggung jawab dalam bidang lahan 
pertanian, perencanaan pembangunan, infrastruktur, administrasi 
pertanahan dan instansi/lembaga terkait, juga tidak dilaksanakan secara 
keseluruhan, karena dalam praktiknya berdasarkan penelitian penulis di 
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Kabupaten Jeneponto perizinan pengalihfungsian lahan tidak melibatkan 
Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (BAPPEDA). 
 Alih fungsi lahan pertanian harus memenuhi syarat-syarat yang 
telah ditetapkan dalam UU No. 41 Tahun 2009 dan PP No. 1 Tahun 2011. 
Syarat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (3) UU No. 41 
Tahun 2009 sebagai berikut : 
a. dilakukan kajian kelayakan strategis; 
b. disusun rencana alih fungsi lahan; 
c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan 
d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan yang dialihfungsikan 
menurut analisis penulis perizinan pengalihfungsian lahan 
pertanian di Kabupaten Jeneponto tidak memenuhi syarat-syarat yang 
diatur dalam Pasal diatas. Syarat pertama mengenai kajian kelayakan 
strategis, yang dimaksud dengan kajian kelayakan strategis diatur lebih 
lanjut pada Pasal 40 PP No. 1 Tahun 2011 sebagai berikut : 
a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;  
b. potensi kehilangan hasil;  
c. resiko kerugian investasi; dan  
d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya. 
Salah satu sampel adalah perizinan alih fungsi lahan pertanian 
untuk perumahan Anwar Jaya (terlampir), untuk kajian luas lokasi lahan 
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yang akan dialihfungsikan, Dinas Pertanian dalam rekomendasi kelayakan 
lahan (terlampir) tidak menentukan luas maksimum lahan yang dapat 
dialihfungsikan. Berkaitan dengan lokasi, pemerintah daerah tidak cermat 
dalam melakukan peninjauan lokasi alih fungsi lahan, karena dalam 
risalah peninjauan kelayakan lahan disebutkan bahwa lahan yang 
dimaksud tidak masuk dalam wilayah lahan pertanian pangan 
berkelanjutan, namun berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012 lokasi 
perumahan tersebut yang berlokasi di kelurahan Empoang Selatan 
merupakan wilayah lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilindungi. 
Sementara itu kriteria kajian kelayakan strategis untuk potensi 
kehilangan hasil, resiko kerugian investasi, dan dampak ekonomi, 
lingkungan, sosial, dan budaya tidak diuraikan baik dalam izin lokasi 
maupun izin perubahan fungsi lahan yang diterbitkan. 
Syarat kedua adalah rencana alih fungsi lahan, dimana dalam 
Pasal 41 PP No. 1 Tahun 2011 bahwa rencana alih fungsi lahan memuat : 
a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;  
b. jadwal alih fungsi;  
c. luas dan lokasi lahan pengganti;  
d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan  
e. pemanfaatan lahan pengganti. 
Dalam perizinan yang menjadi objek penelitian penulis, terkait 
rencana alih fungsi lahan, luas dan lokasi lahan dan jadwal alih fungsi 
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lahan yang akan dialihfungsikan dicantumkan dengan jelas dalam izin. 
Namun syarat diadakannya lahan pengganti untuk lahan pertanian yang 
dialihfungsikan, tidak disediakan oleh Pemerintah, sehingga secara umum 
syarat rencana alih fungsi lahan ini juga tidak terpenuhi. 
Syarat ketiga pada umumnya telah dipenuhi oleh pihak 
pengembang perumahan, sedangkan syarat keempat sebagaimana 
dijelaskan sebelumnya bahwa Pemerintah Daerah tidak memenuhi 
ketersediaan lahan pengganti untuk lahan pertanian yang dialih fungsikan. 
UU No. 41 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa alih fungsi lahan 
pertanian wajib menyediakan lahan pengganti yang merupakan lahan 
cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan. Pada Pasal 49 
disebutkan bahwa lahan pengganti ini ditetapkan dengan : 
a. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam hal lahan pengganti terletak 
di dalam satu Kabupaten/kota pada satu provinsi; 
b. Peraturan Daerah Provinsi dalam hal lahan pengganti terletak di 
dalam dua Kabupaten/kota atau lebih pada satu provinsi; dan 
c. Peraturan Pemerintah dalam hal lahan pengganti terletak di dalam 
dua provinsi atau lebih. 
Dalam wilayah Kabupaten Jeneponto, berdasarkan ketentuan 
Pasal 49 di atas seyogyanya dibuat sebuah Perda Kabupaten tentang 
lahan pengganti ini, namun berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu 
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Mila S.H57 salah satu aparatur pada bagian hukum pemerintah daerah, 
sampai saat ini belum dibuat peraturan daerah tentang lahan pengganti 
alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan. 
 Persoalan mendasar dari kegiatan alih fungsi lahan pertanian untuk 
perumahan ini adalah kriteria sah tidaknya menurut hukum lahan 
dialihfungsikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UU No. 41 Tahun 
2009. Pasal 44 Ayat (1) UU No. 41 Tahun 2009 mengatur bahwa lahan 
yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Kemudian pada Ayat (2) terdapat 
ketentuan pengecualian yang mengatur bahwa dalam hal untuk 
kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 Pengertian tentang kepentingan umum dijelaskan dalam 
penjelasan Pasal 44 Ayat (2) UU No. 41 Tahun 2009, bahwa yang 
dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar 
masyarakat yang meliputi : 
1. kepentingan untuk pembuatan jalan umum,  
2. waduk,  
3. bendungan,  
4. irigasi,  
                                                     
57 Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Maret 2016 di Kantor Bupati Jeneponto jl. Lanto 
Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto 
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5. saluran air minum atau air bersih,  
6. drainase dan sanitasi,  
7. bangunan pengairan,  
8. pelabuhan,  
9. bandar udara,  
10. stasiun dan jalan kereta api,  
11. terminal,  
12. fasilitas keselamatan umum,  
13. cagar alam,  
14. pembangkit dan jaringan listrik. 
Dalam teori penggolongan kaidah, dikenal  empat penggolongan 
kaidah yang paling umum sebagai berikut :58 
1. Perintah (gebod), ini adalah kewajiban umum untuk melakukan 
sesuatu; 
2. Larangan (verbood), ini adalah kewajiban umum untuk tidak 
melakukan sesuatu; 
3. Pembebasan (vrijstelling, dispensasi), ini adalah pembolehan (verlof) 
khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum 
diharuskan; 
4. Izin (toetstemming, permisi), ini adalah pembolehan khusus untuk 
melakukan sesuatu yang secara umum dilarang. 
                                                     
58 JJ. H. Bruggink, 2011, Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam 
Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hhlm. 100  
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Kaidah tentang kepentingan umum di atas merupakan kaidah yang 
bersifat izin, pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara 
umum dilarang, artinya secara umum pengalihfungsian lahan pertanian 
dilarang kecuali ketentuan-ketentuan yang disebutkan pada Pasal di atas. 
Dari keempat belas bidang tentang kepentingan umum sebagaimana 
disebut dalam Pasal di atas, kepentingan untuk pembangunan perumahan 
tidak tergolong kepentingan umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
kegiatan alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan 
merupakan kegiatan alih fungsi yang dilarang berdasarkan Pasal 44 Ayat 
(1) UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan.   
Pasal 50 Ayat (1) UU No. 41 Tahun 2009 mengatur bahwa segala 
bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (2). Hal ini membuktikan 
bahwa perlindungan hukum terhadap lahan pertanian sangat kuat, 
sehingga segala bentuk perizinan yang mengalihfungsikan lahan 
pertanian menjadi batal demi hukum. Konsekuensi dari keadaan batal 
demi hukum adalah suatu perbuatan yang dinyatakan batal demi hukum 
dianggap tidak pernah ada. Bahkan pada Pasal 50 Ayat (2) UU No. 41 
Tahun 2009 ini memerintahkan agar lahan pertanian tanaman pangan 
berkelanjutan yang dialihfungsikan bukan untuk kepentingan umum wajib 
dikembalikan kepada keadaan semula. 
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Larangan alih fungsi lahan pertanian ini disertai ancaman sanksi 
yang tegas, terdapat dua jenis ancaman sanksi dalam UU No. 41 Tahun 
2009, yaitu :  
1. Sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 70, terdapat 
beberapa bentuk sanksi administratif yaitu : 
a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara kegiatan; 
c. penghentian sementara pelayanan umum; 
d. penutupan lokasi; 
e. pencabutan izin; 
f. pembatalan izin; 
g. pembongkaran bangunan; 
h. pemulihan fungsi lahan; 
i. pencabutan insentif; dan/atau 
j. denda administratif. 
2. Sanksi Pidana, pada Bab XVI tentang ketentuan Pidana terdapat dua 
bentuk sanksi pidana yaitu pidana denda dan pidana penjara, adapun 
macam-macam ancaman sanksi pada Pasal 72 – Pasal 74 sebagai 
berikut : 
Pasal 72 
1) Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 
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Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
2) Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban 
mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 
(2) dan Pasal 51 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah). 
3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan 
Ayat (2) dilakukan oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah 
1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan. 
Pasal 73 
Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin 
pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1), 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
Pasal 74 
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 
Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan oleh suatu korporasi, pengurusnya 
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dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan 
paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 
7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). 
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), 
korporasi dapat dijatuhi pidana berupa: 
a. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; 
b. pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah; 
c. pemecatan pengurus; dan/atau 
d. pelarangan pada pengurus untuk mendirikan korporasi dalam 
bidang usaha yang sama. 
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana diatur dalam bab ini 
menimbulkan kerugian, pidana yang dikenai dapat ditambah 
dengan pembayaran kerugian. 
Kelalaian Pemerintah Daerah 
 Terbitnya izin pengalihfungsian lahan pertanian di atas 
menunjukkan adanya kelalaian Pemerintah Daerah dalam melakukan 
pengendalian terhadap pembangunan perumahan dan perlindungan lahan 
pertanian pangan berkelanjutan. UU No. 1 Tahun 2011 Tentang 
Perumahan mengamanatkan kepada pemerintah dan/atau pemerintah 
daerah untuk melakukan pengendalian pembangunan perumahan mulai 
dari perencanaan, pembangunan, hingga pemanfaatan. Pengendalian 
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perumahan dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas 
perumahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sekaligus 
mencegah terjadinya penurunan kualitas dan terjadinya pemanfaatan 
yang tidak sesuai59. 
 Pengendalian perumahan dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah dalam bentuk : 
a) Perizinan, yang dimaksud dengan perizinan adalah cara pengendalian 
yang dilakukan melalui pemberian arahan dalam bentuk perizinan, 
antaralain izin mendirikan bangunan dan izin penghunian. 
b) Penertiban, adalah cara pengendalian yang dilakukan melalui 
tindakan penegakan hukum bagi perumahan yang dalam 
pembangunan dan pemanfaatannya tidak sesuai dengan rencana 
atau ketentuan peraturan perundang-undangan  
c) Penataan adalah cara pengendalian yang dilakukan melalui perbaikan 
dalam penyelanggaraan agar sesuai dengan tujuan penyeleggaraan 
perumahan. 
Sedangkan dalam Pasal 37 UU No. 41 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pengendalian 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah melalui pemberian: 
a. insentif; 
b. disinsentif; 
                                                     
59 Urip Santoso Ibid  hlm. 64 
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c. mekanisme perizinan; 
d. proteksi; dan 
e. penyuluhan. 
Namun dalam pratiknya Pemerintah Daerah telah lalai dari 
kewajibannya untuk memenuhi perintah Undang-Undang tersebut. Dalam 
kasus pengalihfungsian ini Pemerintah Daerah lalai dalam pengendalian 
perizinan, izin dari pemerintah daerah untuk mengalihfungsikan lahan 
pertanian pangan berkelanjutan melalui izin lokasi begitu mudah diperoleh 
developer tanpa pertimbangan matang dari Pemerintah Daerah.  
Misalnya saja izin lokasi untuk perumahan Anwar Jaya (lampiran) 
dasar menimbang huruf b adalah bahwa rencana penggunaan dan 
pemanfaatan tanah yang dimohon tidak bertentangan dengan Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kota Bontosunggu, padahal pada bagian membaca 
jelas bahwa lokasi yang dimohonkan berada pada Kelurahan Empoang 
Selatan bukan Bontosunggu.  
 Kemudian dasar memerhatikannya adalah bahwa terbitnya izin 
dengan memerhatikan rekomendasi Dinas Pertanian, jika dicermati 
Rekomendasi Kelayakan Lahan dari Dinas Pertanian untuk perumahan 
Anwar Jaya juga tak luput dari kelemahan (lampiran) pasalnya Dasar 
pertimbangan diterbitkannya rekomendasi tersebut adalah ketentuan 
peralihan dalam UU No. 41 Tahun 2009 Pasal 75 Ayat (1) yang substansi 
Pasalnya mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten/Kota yang belum menetapkan kawasan Pertanian Pangan 
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Berkelanjutan. Padahal Perda Kabupaten Jeneponto No. 1 Tahun 2012 
telah menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tersebar 
disemua kecamatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 33 Ayat (9) 
Perda tersebut. Hal ini menunjukkan tidak adanya koordinasi antar bidang 
pemerintah, karena seharusnya dinas pertanian berkoordinasi dengan 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten, untuk 
menyesuaikan rencana pembangunan dengan tidak melanggar fungsi dan 
pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah, apa 
lagi menagalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang 
dilindungi oleh Undang-Undang. 
 Pemerintah telah melangggar asas-asas umum pemerintahan yang 
baik, yaitu asas kecermatan dan kehati-hatian. Pemerintah daerah tidak 
cermat dan berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan pemberian izin 
pengalihfungsian lahan tersebut. Lebih dari itu Pemerintah daerah telah 
melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatig overheids daad), 
yaitu perbuatan melanggar Undang-Undang, karena izin pengalihfungsian 
lahan pertanian berkelanjutan dilarang oleh UU No. 41 Tahun 2009 
kecuali untuk kepentingan umum, yang disertai ancaman sanksi bagi 
pejabat yang mengeluarkan izin tersebut sebagaimana disebutkan pada 
Pasal 73 UU No. 41 Tahun 2009 bahwa setiap pejabat pemerintah yang 
berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 44 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 
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(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
 Dari aspek hukum perumahan Pemerintah Daerah telah melanggar 
ketentuan Pasal 141 UU No. 1 Tahun 2011 bahwa Setiap Pejabat dilarang 
mengeluarkan izin mendirikan bangunan rumah, perumahan, dan/atau 
permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang. 
Larangan ini disertai ancaman sanksi pidana sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 158 UU No. 1 Tahun 2011 bahwa Setiap pejabat yang 
dengan sengaja mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, 
dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan 
ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 
5.000.000.000,- (lima milliar rupiah) 
Pemerintah daerah lalai dalam melaksanakan tugasnya 
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 
2011 untuk :  
1. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program 




2. melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan 
strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada 
tingkat kabupaten/kota. 
4. Faktor Sosiologis Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi 
Perumahan 
 Terjadinya alih fungsi lahan petanian pangan berkelanjutan, tidak 
terlepas dari faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya. Berdasarkan 
wawancara dengan beberapa developer, developer melakukan 
pembangunan perumahan di atas lahan pertanian karena faktor ekonomi, 
prospek investasi perumahan jauh lebih menjanjikan keuntungan yang 
lebih besar dari pada mengandalkan pemanfaatan tanah untuk pertanian. 
Menurut Bapak Karaeng Gassing60 developer perumahan Turatea Permai 
mengatakan bahwa, meskipun tanahnya ditetapkan pemerintah daerah 
sebagai lahan pertanian, namun ia lebih memilih memanfaatkan tanahnya 
untuk investasi perumahan, karena lebih memberikan manfaat dari pada 
pertanian, sebab lahannya merupakan sawah tadah hujan sehingga 
produktifitasnya rendah. 
Lain halnya dengan Bapak Hasan61, warga Kelurahan Sidenre 
Kecamatan Binamu yang memiliki sebidang tanah yang dijual kepada 
developer perumahan Sanur mengatakan bahwa meskipun lahannya 
                                                     
60 Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Maret 2016 di kediaman narasumber jl. 
Pahlawan Kabupaten Jeneponto 
61 Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Maret 2016 di kediaman narasumber Kel. 
Sidenre Kecamatan Binamu. 
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adalah lahan yang produktif, ia terpaksa menjual kepada developer 
karena sejak dibangun kawasan perumahan di dekat lahannya, limbah 
perumahan tersebut telah mecemari tanahnya sehingga tingkat kesuburan 
tanah lambat laun dapat berkurang, disamping itu ia juga tak dapat 
menolak tawaran dari developer yang menaksir tanahnya dengan harga 
cukup tinggi. 
B. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat yang Memiliki Rumah pada 
Perumahan yang Dibangun Di Atas Lahan Pertanian 
Sebagaimana dijelaskan pada bab tinjauan pustaka bahwa 
perlindungan hukum itu penting untuk melindungi kepentingan pihak yang 
dirugikan dalam suatu hubungan hukum tertentu dan untuk menegakkan 
hak-hak seseorang dihadapan hukum. Dalam konteks ini, user memiliki 
kepentingan yang harus dilindungi hukum untuk memeroleh jaminan atas 
keamanan dan kenyamanan rumah yang dihuninya, kemudian ada pula 
hak-hak untuk menggunakan dan memanfaatkan rumah yang diperoleh 
secara patut dan layak berdasarkan hukum. 
Perlindungan hukum diberikan kepada user apabila terjadi kerugian 
karena perbuatan melawan hukum oleh developer, maka dari itu penulis 
terlebih dahulu menguraikan bentuk perbuatan melanggar hukum 
developer dan bentuk kerugian user sebelum menjelaskan bagaimana 





1. Perbuatan Melanggar Hukum  Developer   
 Perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad, unlawful action) 
diatur dalam Buku III Bab III BW tentang perikatan yang bersumber dari 
Undang-Undang. Pasal 1352 BW mengatur bahwa perikatan yang 
bersumber dari Undang-Undang terjadi karena ketentuan Undang-Undang 
sendiri dan karena perbuatan orang. Perbuatan orang, antara lain, 
perbuatan melanggar hukum, yang merugikan orang lain, dan diatur 
dalam Pasal 1365 BW yang sama rumusannya dengan Pasal 1401 BW 
Belanda. 
 Berdasarkan ketentuan Pasal 1401 BW Belanda, setiap perbuatan 
melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, 
mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu 
menggantikan kerugian tersebut. Perbuatan melanggar hukum meliputi 
berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan Undang-Undang, atau 
norma kesusilaan dan kepatutan atau sikap hati-hati yang hidup didalam 
masyarakat baik terhadap barang maupun diri orang lain. Kesalahan 
meliputi, baik karena sengaja maupun karena lalai. Kerugian merupakan 
akibat yang secara nyata timbul dari perbuatan, baik kerugian materiil 
maupun inmateriil. Pelaku perbuatan melanggar hukum bertanggung 
jawab mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.    
 Developer dalam membangun sebuah kawasan perumahan harus 
memenuhi beberapa Syarat. Pasal 26 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2011 
mengatur bahwa hasil perencanaan dan perancangan perumahan harus 
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memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis. 
Adapun penjelasan Pasal tersebut sebagai berikut : 
a. Persyaratan teknis 
Yang dimaksud dengan persyaratan teknis antara lain persyaratan 
tentang struktur bangunan, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan 
kenyamanan yang berhubungan dengan rancang bangun, termasuk 
kelengkapan prasarana dan fasillitas lingkungan. 
b. Persyaratan administratif 
Yang dimaksud dengan persyaratan administratif antara lain 
perizinan usaha bagi perusahaan pembangunan, izin lokasi, 
peruntukannya, status hak atas tanah, dan/atau Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB). 
c. Persyaratan ekologis 
Yang dimaksud dengan persyaratan ekologis adalah persyaratan 
yang berkaitan dengan keserasian dan keseimbangan fungsi 
lingkungan, baik antara lingkungan buatan dan lingkungan alam 
maupun dengan sosial budaya, termasuk nilai-nilai budaya bangsa 
yang perlu dilestarikan. 
Sementara itu di Kabupaten Jeneponto berdasarkan wawancara 
dengan beberapa developer, persyaratan-persyaratan yang harus 
dipenuhi oleh seorang developer untuk membangun sebuah perumahan di 




1. Berbentuk Badan Usaha PT atau CV. 
2. Surat Izin Usaha Perdagangan 
3. Surat Izin Tempat Usaha 
4. Surat Izin Gangguan 
5. Ketersediaan lahan yang : 
a. Telah terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional dengan hak 
tertentu. 
b. Tidak sedang dalam sengketa dengan pihak tertentu berdasarkan 
keterangan dari Lurah dan Camat. 
6. Izin Prinsip dari Bupati. 
7. Izin Lokasi dari Bupati untuk luas lahan lebih dari satu hektar, atau izin 
perubahan fungsi tanah untuk luas lahan kurang dari satu hektar. 
Apabila pemanfaatan lahan sebelumnya adalah lahan pertanian 
8. Izin Pendahuluan Mendirikan Bangunan dari Dinas Tata Ruang 
Kabupaten Jeneponto. 
9. Rekomendasi kelayakan lahan dari Dinas Pertanian. 
10. rekomendasi suplai listrik PLN, dan suplai air PDAM. 
11. Izin Mendirikan Bangunan  
12. Risalah pertimbangan Teknis dari kantor Pertanahan Kabupaten 
Jeneponto 
 Pengalihfungsian lahan pertanian merupakan bentuk kesalahan 
developer yang mengakibatkan terjadinya perbuatan melanggar hukum. 
Sebagaimana dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa lahan 
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pertanian pangan berkelanjutan dilarang dialihfungsikan kecuali untuk 
kepentingan umum. Pengertian kepentingan umum ditentukan dalam 
penjelasan Pasal 44 UU No. 41 Tahun 2009 dimana berdasarkan 
penjelasan Pasal tersebut pembangunan perumahan tidak termasuk 
dalam kategori kepentingan umum. 
 Dari aspek hukum perumahan, developer juga telah melanggar 
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2011 Tentang 
Perumahan yaitu Pasal 38 Ayat (4) yang mengatur bahwa pembangunan 
rumah dan perumahan harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang 
wilayah, juga Pasal 139 yang mengatur bahwa setiap orang dilarang 
membangun perumahan dan/atau permukiman diluar kawasan yang 
khusus diperuntukkan bagi pembangunan perumahan dan permukiman 
dengan ancaman sanksi sebagaimana disebutkan pada Pasal 156 bahwa 
Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan dan/atau 
permukiman di luar kawasan yang diperuntukkan bagi perumahan dan 
permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, dipidana dengan 
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 
2.000.000.000,- (dua milliar rupiah) 
2. Kerugian User sebagai Konsumen Perumahan dan Perlindungan 
Hukumnya 
 User  sebagai konsumen perumahan memiliki potensi kerugian 
yang besar, baik secara materiil maupun inmateriil. Secara materiil 
kerugian User dapat terjadi apabila izin alih fungsi lahan pertanian atas 
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perumahan yang dihuni menjadi batal demi hukum. Hal ini terjadi apabila 
ketentuan dalam Pasal 69 UU No. 41 Tahun 2009 dilaksanakan oleh 
masyarakat setempat. Ketentuan tersebut mengatur bahwa dalam hal 
perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak: 
a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap 
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan 
b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan 
yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan. 
 Konsekuensi batal demi hukum, maka perbuatan hukum tersebut 
dianggap tidak pernah ada. Disinilah letak kerugian User secara materiil. 
Perjanjian jual beli rumah dengan developer atas perumahan yang 
dibangun dengan mengalihfungsikan lahan pertanian dianggap tidak 
pernah ada oleh hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang 
mengikat bagi para pihak dan pihak ketiga. Hak yang lahir atas satuan 
rumah dan sebidang tanah yang telah dibeli juga tidak mendapat 
perlindungan hukum. Sehingga sewaktu-waktu user dapat kehilangan 
haknya apabila ada yang menggugat karena tidak memiliki jaminan 
kepastian hukum. Padahal user telah mengeluarkan biaya yang besar 




Sebagai konsumen dalam hubungannya dengan developer sebagai 
pelaku usaha, user dilindungi hak-haknya oleh hukum, intrumen hukum 
yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen adalah UUPK.  
Dalam hubungan pemilikan rumah tinggal dari developer, 
perlindungan hukum ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan 
dalam hubungan hukum jual beli dan pemilikan rumah tinggal serta 
perlindungan terhadap hak-hak konsumen untuk menikmati dan 
memanfaatkan segala sesuatu yang seharusnya diperoleh dalam kaitan 
jual beli rumah tinggal dari developer.62 
Bentuk perlindungan hukum User selaku konsumen perumahan 
adalah penegakan hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UUPK. 
Diantara hak-hak yang diatur dalam Pasal 4 tersebut, terdapat tiga hak 
yang relevan dengan rumusan masalah penelitian ini yaitu : 
1. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 
mengkonsurnsi barang dan/atau jasa. 
hak atas kenyamanan dalam menikmati produk perumahan terkait 
dengan jaminan kepastian hukum atas penguasaan rumah yang 
diperoleh dari developer berdasarkan perjanjian jual beli.  
2. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 
                                                     
62 Ariadin, 2005, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pemilikan Rumah Tinggal 
Dari Developer Di Kota Makassar, Program Studi Ilmu Hukum Keperdataan 
Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 195 
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Hak ini harus ditegakkan dalam hal apabila izin pengalihfungsian 
lahan perumahan yang dimiliki digugat dihadapan pengadilan oleh 
masyarakat setempat atau pihak-pihak lain yang berkepentingan, user 
harus memeroleh jaminan bahwa hak penguasaan atas rumah dan 
tanahnya tidak terganggu oleh adanya sengketa hukum yang 
memperkaran izin perumahan yang ditempatinya. 
3. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 
Hak ini harus ditegakkan apabila perizinan pengalihfungsian lahan 
untuk perumahan yang ditempati oleh user dinyatakan batal demi 
hukum oleh pengadilan. Developer berkewajiban hukum untuk 
mengganti segala bentuk kerugian yang dialami oleh user akibat 
perbuatan melawan hukum yang merugikan user. Salah satunya 
adalah kerugian materiil berupa sejumlah biaya yang telah dikeluarkan 
oleh user dalam melakukan pembelian rumah.  
Berdasarkan penelitian penulis juga sebagaimana dituliskan oleh 
Ariadin dalam thesisnya63 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas 
Pemilikan Rumah Tinggal Dari Developer Di Kota Makassar, secara 
umum hubungan hukum antara developer dan user dapat dibagi kedalam 
tiga tahapan transaksi, yaitu pada tahap pra transaksi, tahap transaksi dan 
tahap purna/pasca transaksi. 




a. Tahap pra transaksi, tahap pra transaksi ini meliputi kegiatan perizinan 
dan produksi, kegiatan penawaran, promosi dan periklanan (brosur, 
iklan, pameran) merupakan tahap awal kegiatan developer untuk 
memulai rencana pengembangan perumahan. 
b. Tahap transaksi, tahap ini merupakan tahap transaksi jual beli dan 
pemilikan rumah tinggal antara user dan developer. Hubungan hukum 
pada tahap ini didasarkan pada perjanjian jual beli antara user dan 
developer sebagaimana diatur dalam Pasal 1457-1518 BW. 
c. Tahap purna/pasca transaksi, layanan purna jual merupakan layanan 
yang diberikan developer kepada konsumen setelah penyerahan 
bangunan rumah dan penyerahan sertifikat dilakukan. 
Setiap tahapan transaksi di atas memberikan jaminan perlindungan 
hukum kepada user selaku konsumen perumahan. Namun yang relevan 
dengan subtansi pembahasan pada subbab ini adalah perlindungan 
hukum pada tahap purna transaksi. Dalam tahap purna transaksi ini, 
perlindungan hukum yang terpenting adalah kepastian hukum kepemilikan 
rumah tinggal, akses dan upaya penyelesaian sengketa dalam hal 
konsumen menghadapi sengketa, memberikan akses bagi konsumen 
untuk menempuh upaya hukum dalam penyelesaian sengketa, serta 
pemberian ganti kerugian kepada konsumen atas segala kerugian yang 
dialami dalam setiap tahapan transaksi. 
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Meskipun perlindungan hukum bagi konsumen pada ketiga tahapan 
transaksi ini telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-
undangan, yang memberikan hak seluas-luasnya bagi konsumen untuk 
menempuh upaya hukum dalam hal developer melanggar hak-hak 
konsumen, namun yang lebih penting adalah bagaimana terhindar dari 
segala macam sengeketa dan persoalan hukum dalam kepemilikan rumah 
tinggal, dalam arti seluruh kewajiban developer telah dilaksanakan dengan 
patut, dan hak-hak konsumen telah diperoleh dan dapat dinikmati dengan 
layak dalam setiap tahapan transaksi.64   
3. User sebagai Pihak yang Beriktikad Baik dalam Perjanjian dan 
Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Memiliki Iktikad Baik 
dalam Perjanjian 
Berangkat dari pendapat Wirjonoprojodikoro pada bab tinjauan 
pustaka65, terdapat perbedaan pengertian iktikad baik menurut Pasal 1338 
(3) BW dan Pasal 1963 BW serta Pasal 1977 (1) BW. Pengertian iktikad 
baik dalam Pasal 1338 BW diberikan batasan dalam arti objektif – 
dinamis, sedangkan pengertian iktikad baik menurut Pasal 1963 BW dan 
Pasal 1977 (1) BW diberikan batasan arti subjektif – statis.66  
Pengertian iktikad baik menurut Pasal 1963 BW, adalah kemauan 
baik atau kejujuran orang itu pada saat ia mulai menguasai barang, 
                                                     
64 Ibid 
65 Lihat halaman 38 
66 Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kkontrak 
Komersial, Kencana, Jakarta, hlm. 138 
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dimana ia mengira bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk 
mendapatkan hak milik atas barang itu telah dipenuhi. Iktikad baik 
semacam ini juga dilindungi oleh hukum dan iktikad baik sebagai syarat 
untuk mendapatkan hak milik ini tidak bersifat dinamis, melainkan bersifat 
statis.67 
Kedua Pasal di atas pada hakekatnya melindungi seorang pembeli 
yang beriktikad baik. Seorang pemegang bezit (kedudukan berkuasa) atas 
suatu benda dianggap beriktikad baik apabia ia memeroleh bezit tersebut 
melalui salah satu cara untuk memeroleh hak milik, dimana ia tidak 
mengetahui adanya cacat tersembunyi yang terkandung didalamnya.68 
Pasal 584 BW mengatur mengenai akibat dari kedudukan berkuasa 
yang beriktikad baik yang menyatakan bahwa tiap-tiap kedudukan 
berkuasa yang beriktikad baik memberikan kepada si yang 
memangkunya, hak-hak atas kebendaan yang dikuasai sebagai berikut:69 
a. Bahwa ia sampai pada saat kebendaan itu dituntut kembali dimuka 
hakim, sementara harus dianggap sebagai pemilik kebendaan; 
b. Bahwa ia karena daluarsa dapat memeroleh hak milik atas kebendaan 
itu; 
                                                     
 
 
68 Muhammad Hilman Hakim,  2011, Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga Yang Beritikad 
Baik Terhadap Obyek Yang Dibebani Hak Tanggungan, Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia, Depok, hlm.  51 
69 Djaja S Meilala, 1987, Masalah Itikad Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, Binacipta, Bandung, hlm. 7. Dapat juga dilihat di: Muhammad Hilman Hakim,  
2011, Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Obyek Yang 
Dibebani Hak Tanggungan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm.  51 
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c. Bahwa ia sampai pada saat penuntutan kembali akan kebendaan itu 
dimuka hakim, berhak menikmati segala hasilnya; 
d. Bahwa ia harus dipertahankan dalam kedudukannya, bilamana 
diganggu dalam memangkunya, ataupun dipulihkan kembali dalam itu, 
bilamana kehilangan kedudukannya.   
User adalah pihak yang memiliki iktikad baik dalam hubungan 
hukumnya dengan developer. Dalam melakukan perjanjian jual beli rumah 
dengan developer, user telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh 
developer secara adil dan patut, perkiraaan atau anggapan bahwa syarat-
syarat yang diperlukan bagi dimulai hubungan hukum telah terpenuhi. 
Menandatangani perjanjian jual beli, perjanjian kredit, melengkapai 
berkas-berkas seperti KTP, Kartu Keluarga, Keterangan Penghasilan, 
Buku Nikah bagi yang berkeluarga, NPWP, dan membayar uang muka 
pembelian rumah. Sehingga user harus dilindungi hak-haknya atas 
penguasaan atas tanah dan satuan rumah yang dikuasainya sebagai 
pihak yang beriktikad baik dalam perjanjian.  
4. Tanggung Jawab Developer  sebagai Pelaku Usaha 
 Tanggung jawab developer sebagai pelaku usaha lahir sebagai 
akibat dari perbuatan melawan hukum yang merugikan user sebagai 
konsumen pengguna perumahan. Sebagaimana dijelaskan pada bab 
Tinjauan Pustaka bahwa dalam doktrin dikenal beberapa prinsip tanggung 
jawab hukum antara lain : 
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1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan 
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab 
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab 
4. Prinsip tanggung jawab mutlak 
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan70 
 Dalam hal ini developer bertanggung jawab berdasarkan 
kesalahan, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan adalah perbuatan 
yang bertentangan dengan hukum. Pasal 1365 BW yang lazim dikenal 
dengan Pasal perbuatan melawan hukum mengaruskan terpenuhinya 
empat unsur pokok yaitu : 
b. perbuatan, developer telah melakukan perbuatan hukum perjanjian 
dengan user yaitu perjanjian jual beli rumah beserta dengan jaminan 
kenyamanan dan kepastian hukum atas kepemilikan rumah. 
c. Kesalahan, developer telah melakukan kesalahan dengan 
mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang 
dilarang oleh Undang-Undang. 
d. Kerugian yang diderita, user menderita kerugian karena segala bentuk 
perizinan atas rumah yang ditempati menjadi batal demi hukum 
berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, sehingga user tidak 
memiliki jaminan kepastian hukum atas rumah dan satuan tanah yang 
dimilikinya. 
                                                     
70 Lihat penjelasan pada Bab tinjauan pustaka hlm. 42 
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e. Hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian, perbuatan 
melawan hukum developer menjadi kausa bagi kerugian user, karena 
perbuatan mengallihfungsikan lahan pertanian oleh developer 
menyebabkan segala bentuk perizinan perumahan menjadi batal demi 
hukum, sehingga alas hak user atas perumahan tidak memeroleh 
jaminan perlindungan hukum. 
Dari aspek perlindungan konsumen, UUPK mengatur tanggung 
jawab pelaku usaha pada Pasal 19 UUPK dimana substansi Pasal 19 
Ayat (1) UUPK tersebut dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku 
usaha, meliputi :71 
1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan; 
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; 
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. 
Pada Pasal 19 Ayat (2) dijelaskan bahwa Ganti rugi sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian 
barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan 
kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
Ketentuan-ketentuan diatas memberikan ruang yang luas bagi user 
untuk menuntut developer selaku pelaku usaha bertanggung jawab atas 
segala bentuk kerugian yang dialaminya, yaitu segala bentuk kerugian 
                                                     
71 Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali 
Pers, Jakarta, hlm. 125. 
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materiil yang ditimbulkan apabila izin atas perumahan yang dihuninya 























A. Kesimpulan  
  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada bab 
sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Prosedur alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan di 
Kabupaten Jeneponto terbagi menjadi dua jenis izin, yaitu (1) Izin 
Perubahan Pengguaan Tanah; dan (2) Izin Lokasi. Izin perubahan 
penggunaan tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 
Jeneponto untuk luas lahan dibawah satu hektar, sedangkan izin 
lokasi diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Jeneponto untuk luas lahan 
satu hektar atau lebih.  
2. Perlindungan hukum bagi masyarakat yang memiliki rumah pada 
perumahan (user) yang dibangun di atas lahan pertanian dapat 
ditinjau dari hukum perlindungan konsumen dan perlindungan pihak 
yang beriktikad baik dalam perjanjian (BW). Dari aspek perlindungan 
konsumen, user merupakan konsumen yang dirugikan hak-haknya 
oleh developer sebagai pelaku usaha dalam hal kepastian hukum atas 
penguasaan terhadap satuan rumah dan sebidang tanah yang 
diperoleh berdasarkan jual beli dengan developer. 
Sebagai pihak yang beriktikad baik dalam perjanjian dengan 
developer, user dilindungi hak-haknya oleh hukum sebagaimana 
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diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) BW, Pasal 1977 (1) BW dan Pasal 
1963 BW. 
B. Saran 
Alih fungsi lahan pertanian merupakan peristiwa hukum yang 
memiliki dampak besar dalam berbagai aspek, bukan saja kepentingan 
penegakan hukum tetapi juga ketahanan pangan, kesejahteraan petani, 
kelestarian lingkungan, kesinambungan pembangunan dan lain-lain. 
Berdasarkan hal tersebut penulis ingin menyampaikan beberapa saran 
sebagai berikut : 
1. Kepada Pemerintah Daerah, tertib hukum dan administrasi harus 
diwujudkan, prinsip kehati-kehatian dan kecermatan dalam 
mengeluarkan setiap kebijakan harus dipenuhi agar tidak ada lagi 
keputusan yang menyimpang dari hukum dan peraturan perundang-
undangan yang ada. Amanat UU No.41 Tahun 2009 untuk melindungi 
lahan pertanian pangan berkalanjutan harus dilaksanakan, 
pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan pembangunan 
perumahan wajib dilakukan. Demi mewujudkan kesejahteraan petani 
dan masyarakat Jeneponto pada umumnya.  
2. Kepada para developer, agar lebih memahami dan mematuhi hukum 
dan peraturan perundang-undangan dalam melakukan pembangunan 
perumahan yang mengalihfungsikan lahan pertanian, kepentingan 
korporasi untuk memeroleh keuntungan dari pembangunan 
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perumahan tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat 
banyak. 
3. Kepada masyarakat banyak, agar ikut berperan serta dalam 
melakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan 
berkelanjutan sebagaimana diatur dalam UU No.41 Tahun 2009 
tentang peran serta masyarakat, juga agar cermat dan berhati-hati 
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